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DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

tl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691L94 Kode Pos S92LZ
REMBANG

II.

UL

, RISATAH

RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) BUPATI REMBANG

AKIIIR TAHUN ANGGARAN 2OI9

Hari : Senin
Tanggal : 6 APril2020

Waktu : 11.00WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;

2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2A19;

3. Pembentukan Pansus LKPJ;

4. Skors ( pemilihan Pimpinan Pansus )

5. Penetapan PimPinan Pansus LKPJ;



PIMPINAN RAPAT

1. Nama : M. BISRI CHOLIL LAQOUT

2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama
2. Iabatan

JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

YII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

: Drs. DRUPODO, M.Si.
: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

: 10 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

:7 orang

: 45 orang

: 9 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 5 orang

:7 orang

: 43 orang

: 1 orang

: - orang

: - orang



fX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : M. BISRI CHOLIL LAQOUF

LAGU INDONASIA RAYA

As s al a amu' alaiku mWn W b.

Yang terhormat

- Saudara Bupati , Wakil Bupati, Rekan-rekan Pimpinan dan anggota

DPRD KabuPaten Remb ang;

Yang saya hormati

- Sekretaris DPRD beserta staf

Mengawali Rapat Paripurna, marilah kita panjatkan puji dan

syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan

nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini

Senin tanggal 6 April 2020 kita dapat bertemu di ruang sidang paripurna

untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan

LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 20L9, dengan agenda pokok

penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019 dan

Pembentukan Panitia Khusus.

Peserta raPat Yang berbahagia,

Perlu kami sarhpaikan bahw a, dalam pelaksan aan rapat paripurna

membahas LKpJ Bupati rahun Anggaran 20Lg ini kami sengaja hanya

mengundang Bupati, Wakil Bupati, serta rekan-rekan pimpinan dan



mencegah penyebaran virus corona yang sedang mewabah' Kita

hendaknya selalu waspada, antisipasi diri terhadap pandemi covid 19 ini,

selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan menerapkan pola hidup

bersih dan sehat serta berharap semoga wabah virus corona ini cepat

berakhir, sehingga situasi dan kondisi dapat segera kembali pulih seperti

semula. Amiin YRA.

Pesertu raPat Yang berbahagia,

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Bupati Rembang Akhir

Tahun Anggaran 20rg merupakan implementasi dari Pas al 69 ayat ( 1 )

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun z0L5 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang

Nomor 23 Tahun 2a14 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelen ggaraafi

pemerint ahan daerah, laporan keterangan pertanggungiawaban dan

ringkasan laporan fenyelen ggaraanpemerintahan daerah. Disamping itu

j,rga melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 20lg tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

pemerintahan Daerah yang menyatakan kepala daerah menyampaikan

LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan I (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

berakhir.

Adapun pada Pasal 30 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2a19

tentang TataTertib DPRD Kabupaten RembffiE, menyebutkan :

l-a4a+^n-an nerfqnosnngiawaban memuat hasil



kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

ayat (3) Laporan Keterangan Pertanggungiawaban disampaikan oleh

Bupati dalam raPat PariPurna DPRD

ayat (4) Laporan Keterangan Pertanggungiawaban sebagaimana

dimaksrid pada ayat (l) dibahas oleh DPRD secara internal

oleh Panitia Khusus.

ayat (5) Pembahasan secara internal oleh Panitia Khusus

' memperhatikan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan

komisi. '

ayat (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada

ayat(4) DPRD menetapkan Keputusan DPRD'

ayat (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah LKPJ

diterima.

ayat (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai

rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelen ggaraan

pemerintahan daerah ke dePan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

telah diserahkan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Bupati

Rembang Akhir Tihun Anggaran 2019 kepada DPRD, melalui surat

Bupati nomor : 130 I 0778 I 202A hnggal 20 Maret 202A perihal :

pengiriman Dokumen LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran

,n 1 o K qt.r.i ceoenAn nimninan dan anggota DPRD memberikan



Peserta raPat Yang berbahagia,

Amanat Pasal ll4 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor t'Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang, menyebutkan Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila

dihadiri oleh lebih dari t/2 ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD

untuk rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas

pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil

keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau wakil Bupati,

memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan

APBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yanghadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 43 orang.

Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi, dan rapat paripurna

dapat kita lanjutkan. Untuk itu, dengan mengucap

Bismillaahirrohmaanirrohim tepat pukul 12.20 wIB Rapat Paripurna

DPRD saya nyatakan dibuka.

( Ketuk pslu 3 kali )

Peserta raPat Yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara rapat paripurna,

sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawatah pada rapat

tanggal 1 April 2A20 adalah sebagai berikut :

1 T)^*L.,1-^^-



6. Penutup.

Marilah kita masuki acarakedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Bupati

Rembang Akhir Tahun Anggaran zD1o.

Kepada Bupati Rembang, Saudara H. ABDUL HAFIDZ, waktu dan

tempat disilahkan.

-:--PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR T.A 2019:*::

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

2019 terlampir )

Peserta rapat Yang berbahagia,

Kita masuki acaraketiga yaitu Pembentukan Panitia Khusus DPRD

dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Sesuai kesepakatan hasil rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat

Badan Musyawarah pada tanggal I April 2019, bahwa LKPJ Bupati

Rembang dibahas oleh 4 ( empat ) Panitia Khusus, yang keanggotaannya

terdiri atas usulan dari masing-masing Fraksi. Pansus I membahas LKPJ

bidang hukum dan pemerintahan, Pansus II membahas KKPJ bidang

ekonomi dan keuangan, Pansus, ffi membahas LKPJ bidang

pembangunan, dan pansus fV membahas LKPJ bidang kemasyarakatan.

Berdasarkan usulan nama-nam a yang disampaikan oleh masing-masing

fraksi, telah tersusun keanggotaanpanitia khusus dalam membahas LKPJ

l Arri/\ -^1^^-^:*^-^ f^4^^an.r



dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

I

,, Apakah keanggotaan Panitia Khusus I, keanggotaan Panitia

Khusus II, keanggotaan Panitia Khusus III, dan keanggotaan Panitia

Khusus IV dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun

Anggaran 2019, sebagaimana fotocopy yang ada pada Saudara-

saudara dapat disetujui ?"

==:: SETUIUUIJ-::-
( Dengan suara bulat semuo anggota DPRD yang hadir menyetuiui )

( Ketuk palu I kali )

Peserta rapat yang berbahagia,

Dengan telah disetujuinya keanggotaan Panitia Khusus oleh

anggota DPRD, maka perlu menetapkan ketua dan wakil ketua pada

masing-masing Panitia Khusus. Pasal 76 ayat (3) Peraturan DPRD

tentang TataTertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, Ketua dan

Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Memenuhi hal tersebut, perlu kita berikan waktu kepada anggota

pada masing-masing panitia khusus untuk memilih ketua dan wakil

ketua. Adapun tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus I menempati ruang Komisi I,

r)^-i{io TZlt,rcrrc TT rnenpmneti nlanE Komiisi II.



Hasil dari pemilihan agar diserahkan kepada kami, untuk kami laporkan

dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya rapat paripurna saya skors selama

5 (lima ) menit.

( Ketuk palu 1 kali )

Waktu untuk pemilihan ketua dan wakil ketua Panitia Khusus telah

habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

( Ketuk palu I kali )

Peserta rapat yang berbahagia,

Berdasarkan hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka

dapat kami laporkan ketua dan wakil ketua pada masing-masing Panitia

Khusus dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran

2019, adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I
- Ketua : H. Mashadi,S.Pd.,M.M

- Wakil Ketua : H. Drs. Muh. Subawoto

Panitia Khusus II
- Ketua : Widodo, S.H.

- Wakil Ketua : SustiYono

Panitia Khusus III
- Ketua : Anjar Krisniawan, S.T.

- Wnlril Ketrra : Khamid- S.E..Sv.



I

i,

c' APakah disetujui ?"
l' :: SETiIJU(J1J-:

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetuiui )

( Ketuk Palu I kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia'

Dengan telah disampaikannya penjelasan LKPJ oleh Bupati dan

ditetapkannya keanggotaan Panitia Khusus berikut Ketua dan Wakil

Ketua pada masing-masing Panitia Khusus, maka berakhir sudah acara

rapat paripurna p?da hari ini. Terimakasih atas perhatian dan

kehadirantry&, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam

penyelen ggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya, dengan mengucap

..Alhamdulillaahirobbil 'alamin" tepat pukul 13.07 WIB , maka Rapat

paripurna DPRD hbri ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk Palu 3 kali )

Sekian.

Wass alaamu' alaikum Wn IUb'

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

I snrnrrARrs,WATILTUA,
nn



LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN(LKPJ) BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2OI9

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan

LAMPIRAN III

Pertanggungiawaban ( LKPJ ) Bupati Rembang
Aklrir Tahun Anggaran 20191"

Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus I ;

Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus II ;

Berita Acaru Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus III ;

Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus IV ;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
.... r..... . Tahun 202A tentang Pen etapan Pimpinan
dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III, IV
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Dalam Membahas Laporan
Keterangari Pertanggungiawaban ( LKPJ )
Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019;

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ( I } DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SENlit, 6 APRIL 2020
PUKUL : 11.00 WIB

H. MAJID }(AMIL MZ

H.M. MURSYID, S.T.

SULISTYO WETI ARIANI,S.H.

SITI RIZOIYAH PUTRI DWIANI

SUNARDI, S.Pd.I.

H. BISRICHOLIL LAQOUF

DTs. H. MUH. SUBAWOTO

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.

YATIN ABDUL ZAENAL



FRAKSI PDI PERJUA.NGAN

RIDWAN, S.H. M.H.

DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.

FRAKSI DEMOKRAT HANURA

ACHMAD ZAMHURI, S.H.

MUGIYARTO, S.T.

MOH NUR HASAN,S.H.M.H.

PUJISANTOSO, S.P, M.H.

WIWIN WINARTO, S.H.

GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

Keterangan :

1 l:ljin
2 s : sakit

3 c: cuti

4 DL : onas Luar

N REMBANG



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURI*A ( I } DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PENYAMPAIAN LKPJ BUPATIAKHIR TAHUN 2019

HARI/TANGGAL: SENIN,0 APRIL 2020

PUKUL :11,00W8

NO NAMA JAtsATAN TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

H.BAYU ANDRIYANTO,S.E

BupatiRembang

Wakil Bupati Rembang

Kejaksaan Negeri
Rembang

Pengadilan Negeri
Rembang

Dandim 0720 Rembang

Kepolisian Resort
Rembang

Pengadilan Agama Kab.

Rembang

Sekertaris Daerah

5

7.

Drs. SUBAKTI

i1 7.A B go -r

KAB. REMBANG
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LAPORAN KETERANGAT{ PERTAITGGUNGJAUIABAN

KEPALA DATRAH AKIIIR TATIUN ANGGARAN 2019
KEPAI)A

DEWAI{ PERUTAKILATI RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TAIIUN 2O2O t

ffi



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEPALA DAERAII AKTIIR TAHUN ANGGARAN 2OL9

KEPADA 
I

DEIIIAN PERIIIAKILAI{ RAKYAT DAERAH

] I(ABUPATEN REMBANG 
.
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A"""l."rt : rl"iffi- Ul"tohmatullo hi UIab aro katuh,

- Yth. saudara Ketua, Para wakil Ketua da, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Yth. Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Rembartg;

-TamuundanganyangKamihormati'tokohmasyarakat'
wartawandansegenapjajararrEksekutifyar,gberbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur

kehad,irat Allah SWT. yang telah memberikan segala limpahan

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga

padahariinikitadapatmengikutiRapatParipurnaDewan
perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang dengan agenda

,,Laporan Keterangan pertanggungfawaban Keqala Daerah Akhir

Tahun Anggaran 2OLg" dalain keadaan sehat wal ajiat.

Sholawatsertasalamsemogatetaptercurahkankepada
Nabi Besar Muhammmad sAw yang telah memberikan petunjuk

';.

danbimbingtrnkepadakitasemuadijalanyanglur'usdanbenar.

KalaiucapkanterimakasihkepadaselrrruhPimpinandan

Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas kesempatan yang telah

diberikan untuk menyampaikan pengantar LKPJ Kepala Daerah

Akhir Tahun Anggaran 2OLg pada Rapat Paripurna hari ini'
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SIDANG DEWAIT YANG TERHORMAT :

Menfawali penyampaian Laporan Keterangart

Pertanggungiawaban ini, perkenankan Kami menyampaikan

penghargaa.n yang setinggi-tinglnya kepada jajaran DPRD

KabupatenRembang,Ptr4pimpinanpartaipolitik'seluruh
aparaturpemerintahdaerahsertasegenappemarrgfukepentingan

yangtenrsmemberikandulnrngarrdalammewujudkanagenda
pembangunan daerah pada masa kepernimpinan Kami di Tahun

2O1.g. Secara khusus, Kami mengucapkan terima kasih kepada

seluruh elemen masyarakat Rembang yang telah turut serta

berkontribusidalampembangunandarrsenantiasamemelihara

suasana kondusifdi Kabupaten Rembang selama satu tahun

terakhir. :

SIDANG DEWAN YANG TERTIORMAT

SebagaimanatelahdiaturdalamPeraturanPemerintah

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, penyampaian Laporan

Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ ) Akhir Tahun Anggaran

*.*r**agendawajibbagrsetiapKepalaDaerahuntuk
memberikanpenjelasankepadaDPRDterkaitdenganarah
kebijakan,L*,r* pemerinta.han daerah, pengllolaan keuangan

daerah,penyelenggaraarLdesentralisasi,penyelenggaJaarltugas

pembantuan serta penyelenggaraarr tugas umum pemerintahan

daerahselamasahrtahun.Hasilcapaiarrprogramdankegiatan
pembangunanselamasatutahuntersebutdiharapkandapat
menjadibahanevaluasisertamenghasilkansejumlahrekomendasi

demi pe.rbaikan penyelen ggaraan'pemerintahan daerah ke depan'
- 

Selanjutnya, melalui kesempatan dalam rapat paripurna ini

akan Kami sampaikan secara singkat pengantar d.okumen LKPJ ini

dengan ruang lingkup penyelen ggaraan urusan pemerintahan
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daerah.PenlnrsunanLKPJKabupatenRembangTahun2ol9
dilakukanSecaraobjektifdantransparanterhadappelaksanaan

targetkinerjayangtelahdicapaiselamatahun2olg,Pengukuran
terhad.ap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada

pelaksanaandariberbagaiurusanpemerintahandaerah,baik
.rtr** wajib pelayanan d'asar' urusan wajib bukan pelayanan

dasar, urusan pilihan maupun urusan penunjang'

SIDANG DEUIAN YANG TERHORMAT 
' 

'

Sebagaimanakitaketahui,VisiKabupatenRembangtahun

2016.2021adalatr:..TerrruJudnyaMasyarakatRembangYang

SejahterarMelaluiPenlngkatanPerekonomianDanSumber
Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan'

pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan", yang telah

dirumuskansejumlahTmisisebagaimanatertuangdalam
d,okumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2OL6-2O2L '

Adapun tema pembangunan Tahun 2Ol9 adalah

,,pemberdayaan dan pengembangan sDM menuju masyarakat

yangberdayasalng,inovatifdankreatlf'Temapembangunanini
diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 5 yaitu

..Meningkatkankualitaspelayanankesehatandanpendidikan

yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat' termasuk

pendidikan keagamaan"'

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis' serta

kebijakandanupayapencapaiantargetpembanEunandaerahyang

telahditetapkandalamRPJMD,makaditetapkanprioritas
pembangunan sebagai berilnrt :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
i;t

2. Peningkatan Derajat Kesahatan Masyarakat;
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Penurunan Angka Kemiskinan;

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;

Perluasan KesemPatan Kerja;

Kualitas Infrastruktur ;

Perwujud an Goo d Gov errtance'

SIDANG DEtrIAN YANG TERIIORMAT

Pend'apatarrDaerahKabupatenRembangpadatahun2ol9

ditargetkanlsebesar 1 triliun 871 miliyar 42O juta 964 nbru 71

rupiah, dan terealisasi sebesar 1 triliyun 821 mtliyat 899 juta 884

ribu 311 rupiah atau sebesar 97,35 persen. Hal ini dikarenakart

transfer Dana Al0kasi Khusus Tahun 2019 dari Pemerintah Pusat

yangmerupakarrkomponendariDanaPerimbangantidaksesuai
dengantarget.WalaupuntargetpendapatantidaktercapaiSecara

keseluruhan, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada

tahun 2019 telah melebihi realisasi PAD Tahun 2018.

Belanjadaerahdiarahkarruntukmeningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan' serta

pembangqnandiberbagaisektor.BelanjaDaerahTahun2ot9
direncanakan sebesar 1 triliyun 940 miliyx 245 jtata 226 ribu 611

rupiah terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar 1 triliyun 146

i ' Langsung sebesar
miliyar Si f 3uta 663 ribu 256 rupiah dan Belanja

7g3 miliyar 313 juta 563 ribu 355 rupiah. Dari target belanja yang

telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan terealisasi sebesar

g6,o4persenatau1triliprn863miliyarSo2juta828ribu110
rupiah yang, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1 triliyun

122mi|iyerg4gjuta0lgribu444rupiahdan,belanjalangsung
sebesar 74O mlliyar 553 juta 808 ribu 666 rlpiah'
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Darirsisipembiayaan,penerimaanpembiayaanyang
direncanakan sebesar 155 miliyar 692 juta 630 ribu 54O rupiah

terealisasi sebesar 153 miliyar 281 juta 669 ribu 305 rupiah'

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan yang direncanakan

sebesar 86 miliyar 868 juta 368 ribu rupiah terealisasi sebesar 71

miliyar 534 juta 929 ibu690 rupiah'

Dengandemikiandalampengelolaankeuangandaerahpada

Tahun Anggaran 2}lg terdapat defisit sebesar 41 miliyar 602 juta

g43 ribu 7gg rupiah dan ditutup dengan pembiayaan netto,

sehinggaterdapatSisaLebihPembiayaanAnggaran(SILPA)Tahun

Berkenaansebesar40miliyarl43jutaTg5ribu8l6rupiah.

SIDAIiIG DEUIAN YANG TERIIORMAT

PemerintahKabupatenRembangselaluberupaya
meningkatkarrpelayananterhadapmasyarakatdenganmelakukan

evaluasi terhadap kinerja pemerintah untuk dapat mewujudkan

pelayanan prima. Adapun perincian tiap-tiap urusan adalah sebagai

berikut :

A.uRusATiIuIAJIBPELAYANANDASARYANGDILAKSANAI{AN

L. Pendidikan , ,.'

KebijakanpembangunanbidangpendidikandiKabupaten

Rembangdiarahkanpadaupayaperluasarrdanpemerataarr
kesempatan, memperoleh p.endidikan' peningkatan mutu dan

relevansi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan'

peningkatantatakelolapelaksanaanpendid'ikanyangefektif'
efisien,akuntabilitasdanpencitraanpublikpendidikan.Adapun

capaiankinerjabidarrgPendidikarradalahsebagaiberikut:

1. APK PAUD tercaPai 88'74;

2. APS Umur 7 - 12 tahun tercapai 95'38;

3. APS umur 13 - 15 tahun tercapai 92'08;
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4. Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan

wawasan kebangsaan secara baik tercapai 100%;

Angka Harapan Lama Sekolah tercapai 12'05 Tahun;

Rata Rata Lama Sekolah tercapai 6'950/o'

2. Kesehatan

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan bertujuan

untuk meningkatkan lnralitas pelayanan kesehatan yang paripurna

danjaminarr,kepastiarraksespelayanankesehatarrkepadaseluruh

lapisanmasyarakat.Capaiankinerjapenyelenggalaarlurusafi
bidang kesehatan Tahun 2}lg arrtaralain adalah

1. Angka Kematian Ibu sebesar 7 kasus;

2. Kasus Kematian Bayr (AKB) sebesar 164 kasus;

3. Akaba (Angka Kematian Balita) sebesar 194 kasus;

4. Prevalensi Gizi Buruk sebesar O'LL o/o'

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelen ggaraarL ulllsan bidang pekerjaan umum

Kabupaten Rembang mendasarkan pada kebij akan y aar,g diarahkan

padapeningkatanpemerataanaksesibilitasdanlnralitasjalandan

.;"*U^ttt, pra" semua wilayatr' peningkatan pembangunan dan

pemeliharaan jaringan irigasi' percepatan pembangunan pusat

pertumbuhandenganfokrrspadawilayah-wilayahyangmempunyai

pot.rr*iunggulandenganmemperhatikankelestarianlingkungan'
i i'

Capaian kinerja pembangunan bidang pekedaan umum

Tahun 2}tg diantararrYa adalatt:

l.Persentaseaksesibilitasdanmobilitasjalandalamkondisibaik
sebesar 69 oh;

5.

6.
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Persentase Aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi

baik sebesar 89%;

Pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai

sejumlah 3 kawasan;

4. Akses irigasi dalam kondisi baik sebesar 13,25 oh;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebdakan pembangunan daerah di bidang perumahan

antara lain diarahkan pada upaya penetapan kebijakan, stategi dan

prograrn perumahan, fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan kurang mampu. Capaian kinerja penyelenggaraan

urusan bidang perumahan ralqyat dan Kawasan permukiman

Tahun 201.9 adalah sebagai berikut:

1. Rumatr tangga yang mampu mengakses air minum sebesar

94,27 o/o;

2. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak mencapai loo o/o;

3. Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani sebanyak

22,49yo

5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

capaian kinerja penyelenggaraan bidang ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat Tahun 2OL9 diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk sejumlah 87,91o/o;

2. Persentase Pemilih dalam mengggunakan hak pilih melalui

pemilu sebanYak 87,43o/o;

3. cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah sebesar lOOo/o;
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6. Sosial

Kebijakan pada Bidang sosial diarahkan untuk

mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagt

penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS). Capaian

indikator kinerja bidang sosial pada tahun 2ot9 adalah PMKS yang

ditangani sebanYak 90 %.

B.URUSAI{lIIAJIBBUKANPELAYANANDASARYANG
DILAKSANAKAN

1. Tenaga KerJa

Capaiankinerjabidangketenagakerjaqlpadatahun2ol9

adalah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sebesar

3,69 o/o.

2. pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Implementasi penyelenggaraan urusan bidang

pemberd.ayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun

2O1g dilaksanakan untuk mencapai target Bidang Pemberdayaarl

Perempuan dan Perlindungan anak meliputi :

1. Rasio KDRT 0,0001 %;

2. Cakupan desa ramah anak 65 %;

3. Persentase PeremPuan Yang

pemerintah 27,68 o/o;

menduduki jabatan di lembaga

4. Cakupan Pemenuhan Hak Anak 65 o/o'

,:.1'i

3. Pangan

Kebijakan pembangunan Bidang Pangan di Kabupaten

Remb ang diarahkan pada upaya Meningkatkan lkemandirian dalam

ketersediaan pangan, akses, kelancaran distribusi dan keamanan

pangan, d'engan ind'ikator sasaran Ketersed.iaan Energi dan Protein
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PerkapitasertaskorPPH.Capaiankinerjadalampenyelenggaraan

urusan bidang ketahanan pangan Tahun 2olg antara lain sebagai

berikut :

1. Skor PPH 87,9 kalori per kapita per hari; serta

2. Ketersedidhn Energi dan Protbin Perkapita 6.912 kalori'

4. Pertanahan

Kebijakandaerahdalampenyelenggaraankewenangandi

bidangpertanahandiarahkanpadaupayafasilitasipenataan'
penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

yang juga menjadi program pad'a bidang pertanahan dengan

capaian Persentase luas lahan bersertilikat o,86%o dari target yang

d.itetapkan sebesar l,4o/o'

5. Lingkungan HiduP

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada

penanganan lahan kritis dan Peningkatan pelestarian lingkungan

hidup untuk mencapai sasaran Meningkatnya kua-litas Lingkungan'

Hidup.Capaiankinerjapenyelenggaraanbidanglingkungarrhidup

Tahun 2Ol9 sebagai berikut :

1. indeks krralitas lingkrrngan hidup (IKLH) 66,78

2. persentase luas lahan dan hutan kritis 4'2Vo

6. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyelen ggaf,aarLurusan bidang kependudukan dan catatan

sipildiarahkanpadaupayamemberikanpelayanarrkepada
masyarakattentangkependudukarrdarrpencathtarrsipildengan
cepatd'antransparansertamenciptakansuasanaresponsifantar
lembaga dan rnasyarakat dalam rangka memberikan pelayanan

administrasi kependudukan' Capaian kinerja bidang
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kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2or9 antara lain
adalah:

a. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebesar 98,650/0 dari jumlah
penduduk wajib KTP;

b. Persentase bayi ber-akte kelahiran mencapai gl,t7o/o.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyeilenggaraan urusan bidang pemberd ayaafl masyarakat

dan desa diarahkan pada upaya Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Publik yang lebih baik. Pencapaian indikator kinerja
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2OL9

terlihat dari presentase PKK Aktif sebesar 100 yo, presentase

Posyandu aktif sebesar 100i % serta Persentase swadaya

masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar

7,37Yo.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan wajib bidang pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya
meningkatkan pembanguanarl benvawasan kependudukan.
capaian indikator kinerja penyelenggaraan bidang pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

1. Cakupan perserta KB aktif 718,64 %o;

2. Cakupan ,Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi sqbesar 9,98 o/o;

3. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-

49 sebesar 79,54 o/o

Persentase Droup OUIKB sebesar 6,95 oh;

Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita tercapai

100 %.
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9. Perhubungan

Kebijakan penyelenggaraan urusan daerah bidang

perhubungan diarahkan pada Temmjudnya peningkatan kapasitas

pelayanan jasa perhubungan, Tenrujudnya sarana perhubungan di

Kabupaten Rembang yang memadai, Tersed-iannya pelayanan

angkutan jalan di Kabupaten Remb*g, serta Terurujudnya lalu

lintas yang tertib, arnam., selamat, lancar dan pengawasan,

pengendalian keamanan ketertiban pelayanan. Capaian kineda
penyelenggaraan urLlsan bidang perhubungan Tahun 2079

diantaranya adalah:

1. Persentase angkutan umum yang laik jalan 9O,68 Yo;

2. Persentase ketersediaan angkutan pedesaan 66,47 o/o.

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan

informatika kabupaten rembang mendasarkan pada kebijakan yang

diarahkan pada upaya meningkatkan penerapan open gouernment,

penguatan sistem dan infrasturktur e-gou yang terintegrasi serta

memperluas jangkauan publikasi informasi pemerintah. Capaian

kinerja pehyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan

informatika Tahun 20L9 meliputi :

1. Skor SPBE (Pemeringkatan e-Government) sebeSar 2,87;

2. Persentase informasi publik yang disediakan d.an diumumkan

sebesar IOO %;

3. Persentase Peangkat Daerah telah memiliki website aktif sebesar

too%.

t?.
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11. Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan UKM

diarahkan pada peningkatan jumlah UMKM, peningkatan jumlah

wirausaha baru, peningkatan pembinaan pengawasan dan

penyehatan koperasi, selta pemantapan kegiatan pembinaan dan

pengawasan UMKM. Capaian kinerja pembangunan bidang

koperasi dan uKM pada tahun 2oL9 antara lain adalah:

1. Persentase koperasi aktif mencapai 67,2o/oi

2. Rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk sebesar

6,25o/o, serta

3. Persentase KSP/USP dan koperasi sehat mencapai 65,60/r.

L2. Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan u nsan bidang penanaman modal

diarahkan pada upaya meningkatkan standar mutu dan

pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang

terintegrasi, Peningkatan promosi dan kemitraan investasi, serta

peningkatal pelayanan investasi berbasis teknologi informasi'

Capaian indikator kinerja bidang penanaman modal pada tahun

2O1g dapat dilihat dari kenaikan nilai realisasi investasi

penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 8,029 trilyun

IRupiah.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga

diarahkan p"d" upaya unhrk peningkatan potensi pemuda dan

prestasi olahraga. Capaiag kinerja penyelenggaraan urusan bidang

kepemudaan dan olah raga Tahun 2OL9 antara lain:

1. Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga

tingkat prov d'an nasional sebanyak 43; d'an

2. persent*". org".risasi kepemudaan yallg dibina sebesar lOO o/o'
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14, Statistik

Kebijakan pembangunan bidang statistik Kabupaten

Rembang diarahkan pada upaya mewujudkan ketersediaan data

yang akurat dan up to date sebagai dasar penJrusunan kebijakan.

Adapun capaian kinerja bidang statistik daerah dSpat dilihat dari

indikator Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan

Pembangunan mencapai 1o0o/o.

15. Persandian

Kebijakan di bidang persandian diarahkan pada upaya

untuk pelayanan penggunaan layanan informasi melalui jaringan

telekomunikasi dan terlindungi keamanannya dalam pelaksanaan

kegiatan kedinasan di Kabupaten Rembang. Capaian kinerja

penyelenggaraan umum dan persandian Tahun 2019 yaitu

persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan

jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya

sebesar 1.OO%.

16. Kebudayaan

Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kabupaten

Rembang diaratrkan pada upaya meningkatkan, mengembangkan

dan melestarikan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman

budaya daerah. Adapun capaian kinerja bidang kebudayaan pada

tahun 201.9 adalah Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan 26 %o;

L7. Perpustakaan

Kebdakan dalam bidang perpustakaan diarahkan untuk

peningkatan pelayanan perpustakaan umum kabupaten rembang

dengan pe4ingkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan
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teknologi informasi. capaian kinerja penyelenggaraan urulsan
bidang perpustakaan Tahun 2olg yaitu Angka kunjungan
perpustakaan pada tahun 21lg sebanyak 24.456 orang

18. Kearsipan

Kebijakan penyelenggaraan bidang kearsipan di Kabupaten
Rembang diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan arsip baik
arsip aktif dan inaktif di lingkungan pemerintah Kabupaten
Rembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. capaian Kinerja
bidang Kearsipan Kabupaten Rembang pada tahun 2o1g dapat
dilihat dari indikator prosentase penerapan pengelolaan arsip
secara balfll di lingkungan perangkat daerah yaitu sebesar g6 %.

.

C. URUSAN PILIHAN DILAKSANAI{AN

1. Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Bidang kelautan dan perikanan diupayakan
untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Rembang dengn
sasaran Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan
kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TpI. Hasil
pembangunan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2olg
dirasakan masih bersifat positif yang terindikasi dari capaian
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya pertahun sebesar 5Zo.

2. Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata mfinpu memberikan
dampak terhadap penerimaan daerah dan perekonomian. Guna
mendukung kebijakan pariwisata, pada tahun 20L9 telah

dilaksanakan sejumlah program meliputi Program Pengembangan

Pemasaran pariwisata, Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata, Program Pengembrrrgan Kemitraan, serta Program

Pengembarigan Ekonomi Kreatif. Pelaksanaan program tersebut
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telahmendorongpencapaiankinerjapembangunanbidang
pariwisata'Tahun 2O1g di Kabupaten Rembang diantaranya sebagai

berikut:

1. persentase perhrmbuhan pendapatan obyek Daerah Tlrjuan

Wisata (ODTW) sebesar 8,9t Yo; dan '

2. Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar

2,OS o/o.

3. Pertanian

HinggaTahunzoTgsektorpertanianmasihmemegang
peranan strategis dalam pembangunan daerah. Besarnya peranan

sektor pertanian ini tampak nyata dari kontribusi sektor pertanian

terhadapPDRByanghinggasaatinimasihd'ominandanbelum
tergeserolehpertumbuhandisektorlain.Denganstimulasi
pembiayaanyangtelahdilalnrkan,telahmendorongpencapaian

kinerja sebagai berilmt :

1. Indeks prod'uksi padi sebesar 5,64 Ton per Hektare;

2. Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia sebesar 1'01;

3. Indeks Peningkatan Pelaku usaha Sektor Pertanian sebesar

1,78.

4. Perdagangan

Sektorperd'aganganberperandalammendukungkelancasal|

penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok

ralglat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar' Untuk itu'

pembangunan perdagangall sangat penting dalam upaya mem-

percepatpertumbuhanekonomidanpemerataan.Capaiankinerja

bidangperdaganganTahun2ol.gantaralainsebagaiberilnrt:

1. Persentase pertumbuhan ekspor 6,22 o/o; dan 
'

2. Kontribusi. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap

PDRB sebesar 13,72 Yo'
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5. Perindustrian

DalamupayamewujudkanbidangindustridiKabupaten

RembangmakaKebijakanpembangunanbidangindustridi
Kabupaten Rembang Tahun 2OLg diarahkan pada upaya

PenSrusunan kebijakan dan regulasi pengembangan industri'

Peningkatanjumlahindustri,Pemantapankegiatanpembinaandan

pengawasanlKM,sertaPeningkatanpemanfaatandaninovasi

penguasaanteknologibagilKM.Capaiankinedabidangindustri

antara lain:
PDRB sebesar 21,83 oh;

2. prosentase jumlah usaha ind.ustri kecil dibandingkan jumlah

seluruh industri sebarryak 4O o/o; darrr

3. Jumlah klaster industry sebarryak 13;

D. URUSAN PENUNJAITG DILAKSAI{AI(AN

1, Pengawasan

Penyelenggaraanpengawasand'aerahdilaksanakandengan

kebijakanMeningkatkanpengawasanpelaksanaanpembangunan

secara komprehensif dan Mengembangkan sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP). Capaian kinerja pengawasan daerah pada

tahun 2O7g yaitu Nilai Tingkat maturitas sPIP 3 serta Tingkat

kapabilitas ApIp mencapai leve1 3 sesuai target,yang ditetapkan'

2. Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan bidang perencanaan pembangunan

Kabupaten Rembang mendasarkan pada kebijakan y,fLg diarahkan

pada upaya untuk peningkatan partisipasi, masyarakat yxtg

mendukung pencapaian visi' peningkatan konsistensi antara

d.okumen perencanaall penganggaran dan pelaksanaan' serta

L7
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peningkatan penelitian yang berkualitas $+na mendukung

perencanaan di segala bidang. Capaian kinerja penyelenggaraan

urusan bidang perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan sebesar 65,00 %;

2. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar

96,00 oh;

3. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA

PPA, RAPBD dan Perda APBD sebesar 96,00 o/o; serta

4. Persentase ketersediaan data d.an informasi Perencanaan

Pembangunan sebesar 100 %.

3. Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah

dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan,

efektif dan efisien, maka kebijakan penyelenggaraan administrasi

keuangan daerah Tahun 2OL9 diarahkan untuk Menopang proses

pembangUnan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan

misi daerah. - ,'

Capaian kinerja PembangUnan Fungsi Penunjang di Bidang

Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Opini Laporan Keuangan BPK dengan predikat wajar Tanpa

Pengecualian; serta

2. Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar

3,97oh.

4. Kepegawaian Daerah

Kebijakanpembangunandibidangkepegawaiandaerah

diarahkan pada meningkatnya profesionalitas, kompetensi

18



I
i
"r

-

:l
a
i
n
3
:a

a
.3

t
3
a
3
3
3
3
3
3
3
F
3
3
ts

E

a
ilIil
p
p
\

Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dan pengembangan karier secara

kompetitif berdasarkan prestasi keda. Capaian kinerja

penyelenggaraan bidang Kepegawaian pada tahun 2OL9 meliputi

rata-rata nilai SKP sebesar 84,95.

SIDANG DEWAN YANG TERIIORMAT

Dengan segenap pencapaian segta keberhasilan

pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, kita juga sepantasnya

bersyukur, dalam masa saat ini situasi keamanan dan ketertiban

masyarakat di Kabupaten Rembang tetap kondusif dan semakin

sinerginya bdrbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan

berbagai pennasalahan pembangunan yang ada. Selama satu

tahun terakhir ini hampir tidak terjadi kejadian bencana alam

maupun gejolak politik yang menghambat jalannya pemerintahan

di Kabupaten Rembang bahkan berbagai prestasi membanggakan

kita capai.

SIDAI{G DEIIIAN YANG TER}IORITIAT

Laporan keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah

Akhir Tahun Anggaran 2019 yang kami sampaikan ini merupakan

gambaran umum Laporan Penyelenggaraal Pemerintahan dan

Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 dalam mencapai

visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pembangunan yang

telah kami, laksanakan telah dilakukan secara drnaksimal melalui

kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan visi dan misi

d.aerah yang telah ditetapkas dalam RPJMD Kabupaten Rembang

tahun 2Ol6-202L.

capaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2Ot9 secara

umum telah mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Daeratr Kabupaten Rembang Nomor 2

19



Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

DaerahKhbupatenRembangTahun20]16-202l.Pembangunan
yang telah kita laksanakan selama Tahun 2019 ini mungkin belum

dapatmemenuhiharapanberbagaipihakkarenatuntutanserta

dinamikaperkembanganyangselalumengalamiperubahan.Hasil
peiaksanaan pembangunan tentunya tidak semuanya dapat

berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, nalnun hal tersebut

justrumenjadimotivasibagikamiunhrkmeningkatkanprestasi

kerja, melahirkan inovasi untuk mencari solusi permasalahan yang

dihadapi. untuk ihr mohon dukungan dari DPR'P yffLg terhormat'

seluruh elemen masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat,

untuk penyempurnaannya di tahun mendatang'

Pad.a kesempatan yang berbahagia ini, saya menyarnpaikan

ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang,

jajaran Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat yang telah

mampu menjaga keamanan dan kondusivitas situasi dan kondisi

wilayah, . s erta kerj asamanya s ehingga p emb angunan dap at b ed alan

dengan lancar.

Akhirnya dengan mengucap Allhamdulillahirobbil'alamin

semoga Allah SWT selalu memberikan pehrnjuk dan rahmat

karunianya kepada kita semua, Amin'

Terlma kasih, kurang lebihnya Kami mohon maaf'

Vlassalamu,alaikumWarahmatullahlWabarakatuh

REMBANG

tlAr"lDz, s.Pdr

?o



BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANSUS I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NoMoR I LTol )g l2ozo

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh

bertempat di ruang Komisi l, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia

Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ

Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 20L9.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I dihadiri oleh Anggota Panitia

Khusus I dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I DPRD Kabupaten

Rembang adalah sebagai berikut:

. fl. ttnSHtW' gfi,MU .- Ketua

- Wakil Ketua ,.M .t!.,Mv!l. sLr&^NdrD

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIM PINAN RAPAT

tu6/HlflW



BERITA ACARA

PEMITIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANSUS II

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NoMoR tt70l q4 1202a

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh

bertempat di ruang Komisi Il, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia

Khusus ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas

LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 20L9.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus ll dihadiri oleh Anggota Panitia

Khusus ll dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasi! rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ll DPRD Kabupaten

Rembang adalah sebagai berikut:

Ketua

Wakil Ketua

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT

lDo Po



BERITA ACARA

PEMITIHAN KETUA DAN WAKII KETUA PANSUS III

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NoMoR I tTol It l2o2o

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh

bertempat di ruang Komisi lll, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia

Khusus lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas

LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus lll dihadiri oleh Anggota Panitia

Khusus lll dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus lll DPRD Kabupaten

Rembang adalah sebagai berikut:

- Ketua

- Wakil Ketua

. $Nl/*P l< ru I 
^t 

IAlzuAN s f"""4"""
. t< FEAMD, {F.;.Lk".

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIMPINAN R



BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIT KETUA PANSUS IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR I tTOt l(e l2o2o

pada hari ini Senin tangga! Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh

bertempat di ruang Komisi lV, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia

Khusus lV Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas

LKPJ Bupati Rembang AkhirTahun Anggaran 2OL9.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus lV dihadiri oleh Anggota Panitia

Khusus lV dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus lV DPRD Kabupaten

Rembang adalah sebagai berikut:

Ketua

Wakil Ketua

Berita acara

sebagaimana mestinya.

,..W....*fu.tTl^..... ,

, W' {*r:!:: d:tu*l-

ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk diPergunakan

PIMPINAN



PIMPINANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENREMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSANDEWANPERWAKILANRAIryATDAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2A2O

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGoTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV

DEWAN PER1VAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DAI,AM MEMBAHAS LAPONEN TETCRANGAN PERTANGGU NGJ AWABAN

BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahui 2CI19 tentang Tata Tertib DPRD

I(abupate" nu*urllg, LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal

oleh Panitia Khusus;

b. batrwa sebagnimana dimaksud padahuruf a perlu menetapkan

[-d1,san - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang

Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan lv Dewan
perwakilan naffi Daerah Kabupaten Rembang dalam

Membahag Lapoian Keterangan Pertanggungiawaban Bupati

Rembang Tahun Anggaran 2Ol9;

Mengingat: 1 Hlffi"Xffi-,.Tffi;f ]frffii,'"X?,1ffitr?l#trfiffi
Tengah;

2, Undang.Undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentang Perimbangan

Keuangan entaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3.Undang-UndarrgNomor23Ta.trun2ol4tentangPemerintahan
Daerah *"u;*i*""" telah diubah beberapa kali terakhir

a"rrg.t UnJing-Undang- - 
Nomor 9 Tahun 201 5 tentang

Perubahan feAila Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuu

2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;

+.PeraturanPemerintahNomorlsTahun20lTtentang
Keuangan a"r, nJ*inistratif pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan ralryat Daerah;

< A 6-r--..^ nnl Q +a6+an(, Perinrngn



8.

9.

Peratuian Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerlh Nomor

2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat

Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

L,aporan

1 Tahun
Daerah

Memperhatikan : 1 ffi?i,ffi flT,l;?tr"H;ilfffi ,ffffi i-Xf;ffi ;;TEi"""

2. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang

tansgal 1 APril 2O2O;

@

MenetaPkan
KESATU

KEDUA

XE'Hd}A

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KEENAM

Membentuk Anggota Panitia Khusus l, ll' lll dan lV Dewan

Perwakilan Rr6; Daerah Kabupaten Rembang dalam

Membahas tapoian Keterangan Pertanggungiawaban Bupati

Rembang Tahun Anggaran 2Al9 '

Nama-namaAnggotaPanitiaKhususlsebagaimanadimaksud
dalam diktum xesatu tertuang dalam lampiran I keputusan

ini.

!,[sma*na*r& &ngsot* Fenifia Khusus II sebagaimana dimaksud

dalarn dilrtum i&sgru t0rtuang dalarn lampiran II keputusan

ini.

Nama-namaAnggotaPanitiaKhususlllsebagaimana
dimaksud dalam tftt.r* KESATU tertuang dalam lampiran III

keputusan ini.

Nama-nama Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud

aahm diktum tGsntu tertuang dalam lampiran Iv keputusan

ini.

panitia Khusus I berlugas membahas Laporan Keterangan
pertanggungawaban Bufati Rembang Tahun Anggaran 2ol9

bidans Hukum dan Pemerintahan'

panitia Khusus 1I bertugas membahas Rancangan Peratu:an

Daerah tentang ;;d" Ketera,gan -p.grt"ngg,rngiawaban
Bupati Rembani tat un Anggaran {Otg bidang Ekonomi dan

Keuangan.

panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peratu.ran

Daerah tentang 
- 
f'"poti' Keterangan . -Pertanggungjawaban

g"p"tl n**t*t [t*ftun enggaran 2Oi9 bidang Pembangunan'

^*tr ^t^aa E)onnatr(,nn PeratUfan

KETUJUH
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iiil KESEMBILAN:

KESEPULUH :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2A24.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang"
pada tanggal 6 April 2O2O

N REMBANG

LAQUF

ffi

dlq"

,,,l.609
,i,, .7,/ 

i

Nan'ra Jabatan

Sekwan

l'{ahka6



LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 202O
Tanggal: 6 April 2O2A

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I

DPRD KABUPATEN REMBANG

@

H. SUGIHARTO

SUMARDI

H. SUNARDI, S.Pd"I.

Drs. H.MUH SUBAWOTO

H. MASHADI, S.Pd., M.M.

H. ANDI KURNIAWAN, S.H.

ADI PURWOTO

MUOr'YSmq, s.T.

H. RABIS SWABIHANTORO

KEDUDUKAN

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA.

ANGGOTA

ANGGOTA

-t"--i
i TBTERENCAN ;

ii

.6{mtl

&u

\e
\

ro[r

\\ \I

HOI

TEN REMBANG

IL LAQUF

Nama Jabatan Par#
Sekwan &
Kabbag

_-\/ 
^
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I,AMPIRAN II : Keputusan DpRD Kabuperlcn
Rembang
Nomor : Tahun 2O20
Ianggal: 6 April ,2A2A

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN KETERANGAN

.&F

MUNTHOHID, S.H.

H. SUPADI

ILYAS

JOKO SUWITO, S.E.

SUSTIYONO

YATIN ABDUL ZAENAL.

WIDODO, S.H.

DONffiY KURIIIAWAN, 9.8., M.M.

H. CUNASIH, S.E

AGUS SUTRISNO

H. YUDIANTO, S.H.

ANOGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGOOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANSGOTA

ANGGOTA

10.

11.

"%hi

r-h.4,-6*-'.l-

i"::i3 -r*i,itaili*Ho 
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1.

o

3.

NAMA

H.M. MURSYID, S.T.

SULISTYO WETI ARIANI,S. H.

H. SUPADi

MAHMUDI

KHAMID, SE., SY.

JASMANI

ACMAD ZAMHURI, S.H.

M. NUR HASAN S.H., M.H.

1 fU.ii SANTOSO, S.P., M.H'

ANJAR KRISNIAWAN, S.T,

LAIT{PIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal: 6 APril 2A2O

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS Iil
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN KBTERANGAN

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGOOTA

ANOGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGO?A

ANGGOTA

ffi
4,

5.

6.

7.

8.

9"

10.

lm
A

PATEN REMBANG

LIL LAQUF
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LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupatcn
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal: 6 APrii'2Q'2Q

NAMA.NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN

I

i

Nl--t
I
I

I

I
I

l
I

I

I
I

I

I

I
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I xnrnnaNcA

*tim'

NAMA

ABDUL ROUF

SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI

NASIRUDIN, S.Si.

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

FRIDA IRIANI

SAHNINGSIH, S.E.

SUMARSIH

I.I. HARNO, S.E.

DUMADIYONO, S.H.

H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

H. WIWIN WINARTO, S.H.

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

i
I
I

I

l

l

I

I

I

l

I

I
i

9.

10.

11.

fi:

REMBANG
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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS i' iI' III DAN IV

DEWAN PERWAKILAN RAK'AT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DALAM MEMBAHAS LAPONETTi XBTBRANGAN PERTANGGU NG J AW ABAN

BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG'

Menimbang: a 
Hffi,,ff"$il:fY {ft3I1l1LHlH?",3iJ?"ffit"S}H;
Kabupaten n"rJU*"g-f't"" dan Wakil Ketua Panitia Khusus

erptlih dari dan oleh anggota' Panitia Khusus;

b" baSwa sehagaimana dimaksud padatruruf.a perlu menetapkan

ffi&;;*-ffi rerwaxit;n Rakvat Daerah tentans

pembentut*rr-pi*pirr* dan inggota ranitia Khusus I, ll, IIi
dan IV Dewan b"r"ir*r.il"" Ralqyai-Daerah [alunaten 

R.embang

dalam Membahas Laporan Iieterangan Pertanggunglawaban

n"p"ti Rernbang Tahun Anggaran 2Al9;

Mengingat : 1 Hljff;r#iff--Xffi;: :*H il"1?J:ffi*ffi"fiffi,:
Tengah;

2,Undang.UndangNomor.33Tahun2004tentangPerimbangan
Keuangan eniliapemerintah por*t dan Pemerintahan Daerah;

3.Undang.UndarrgNomor23.Tahun2ol4tentangPemerintahan' 
ffiirl tryffi'ki{hfiIi*"trftrHii,ffiPerubahan O 

,aerah;2Ol4 tentang Pemerintahan I

+. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Keuangan d;;;*t"i*totii; pimpinan dan Anggota Dewan

P".**fit"n rakYat Daerah;

7 n----.a-r-ad Damarirafah Nomor 12 Tahun 2O18 tentang Pedoman



8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun zOrc tentang

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerlh N.omor

2}lg tentang Tala Tertib Dewan Perwakilan Rai<yat

Kabupaten Rembang;

Laporan

1 Tahun
Daerah

ffi,r

Memperhatikan :

MenetaPkan
KESATU

TffiDT}A

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KEENAM

1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan wakil Ketua Pansus I

DPRD Kabupaten Rembang Nomor 17O I l3l2A2O;

2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan wakil Ketua Pansus II

DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170ll4l2A2A;

3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan wakil Ketua Pansus ili
DPRD Kabupaten Rembang Nomor L7A I $ l2A2O;

4. Berita Acara Pemilihan Ketua dan wakil Ketua Pansus IV

DPRD Kabupaten Rernbang Nomor L7O I 1612O2O;

MEMUTUSI(AN :

MembentukPimpinandanAnggotaPanitiaKhueusl,Il,Ilidan
IV Dewan pe#akilan Raly"t Daerah Kabupaten Rembang

dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati Rembang Tahun Anggaran 2A$ '

tr{*ma:narrra Pimpinan dan AngSolL -Panitia 
Khusus I

;.b"gdana aimal*sud dalam dikdm KESATU tertuang dalam

lampiran i kePutusan ini.

Nama-nama Pimpinan Anggota Panitia Khusus Ii sebagaimana

dimaksud dah;i diktum fbSnfU tertuang dalam lampiran II

keputusan ini.

Nama-nama Pimpinan dan Anggota 
- Igili" Khusus III

;"b;;;*ra dimaLsud dalam diktum KESATU tertuang dalam

lampiran III kePutusan ini.

Nama-nama Pimpinan dan Anggota 
- l1ni}" Khusus IV

;il"i*ana aimaisud dalam diktum KESATU tertuang dalam

lampiran IV kePutusan ini'

PanitiaKhususibertugasmembahasLaporanKeterangan
Pertanggrrrrg"**Urn Bufati Rembang Tahun Anggaran 2al9

bidang Hukum dan Pemerintahan'

panitia Khusus II bertugas membahas Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban eup-atl Rembang Tahun Anggaran 2Ol9

bidang Ekonomi dan Keuanganan '

Panitia Khusus III bertugas membahas LaPora"n :::T";fi?ilKETUJUH



'J: l:l l:. .. 1,','.:.

:: :,1 :it.jif
. .. ti
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DELAPAN :

KESEMBILAN:

KESEPULUH :

Panitia Khusus IV bertugas membahas Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2At9
bidang Kemasyarakatan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
AideUanican iada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024'

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Rembang.
tanggal 6 April 2O2O

GT
A DPRD
REMBANG

L LAQUF

'#t

r' :::r" : :':,
1

l@:ir: - , !" ..r: :!Li . rl :

r */+,i"i iit*l-i,".+, i't
i ""

h



ril'

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nornor : 3 Tahun'Z0'2D
Tanggal: 6 APril'2O2O

NAMAPIMPINANDANANGGoTAPANITIAKHUSUSI
DPRD KABUPATEN REMBANG

h

DPRD
REMBANG

le

o[r, LAeuF
I

1

NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

H. MASHADI, S.Pd., M.M.

Drs. H.MUH SUBAWOTO

H. SUGIHARTO

H. SUNARDI, S.Pd.I.

SUMARDI

H. ANDI KURNIAWAN, S.H.

ADI PURWOTO

MUGIYARTO, S.T.

H. RABIS SWABIHANTORO

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

f:{mn"l.* Jahatan



LAlvlPIRAitI II : Keputusan DPRD lkbupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun'20'24
Tanggal: 6 April 2O2O

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN KETERANGAN

WIDODO, S.H.

SUSTTYONO

ILYAS

H. SUPADI

MUNTHOHID, S.H,

JOKO SUWITO, S.E.

YATIN ABDUL ZAENAL.

DONI.{Y KURMAWAN, $.8-, M.M.

H. GUNASIH, S,E

H. YUDIANTO, S.H.

AGUS $UTRISNO

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANOGOTA

ANGGOTA

Nama Jabatan

$elqwa.n



LAMPIRAN IIi: Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun2O}O
Tanggal: 6 APril 2O2A

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

@

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

19" i
ll

10.

NAMA

ANJAR KzuSNIAWAN, S,T.

KHAMID, SE., Sy,

H.M. MURSYID, S.T.

PUJI SANTOSO, S.P., M.H.

M. NUR HASAN S.H., M.H.

SULISTYO WETI ARIANI

H. SUPADI

MAH&IIIDX

JASMANI

ACMAD ZAMHURI, S.H.

-.'-.-_.":ll
KEDUDUKAN BIANANGAry i

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA.

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

Fh

Nama Jabatan

$ekwnn

l'iahhr g I
.?4rae,:*p:rw"sqr' "'lr



LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3'llahun2O2O
Tanggal: 6 APrii 2020

NAIVIA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETERANGAN

@

SAHNINGSIH, S.E.

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

NASIRUDIN, S.Si.

FRIDA IRIANI

ABDUL ROUF

SITI RIZQTYAH PUTRI DWI ANI

SUMARSIH

H. HARNO, S.E.

DUMADIYONO, S.H.

H. WIWIN WINARTO, $.H"

H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

i nxccorn

ANGCOTA

ANGGOTA

,rhr

TE

Ii,

IA

Y,
\

lr,\.

'l\t.J

U M

IF

NRE BANG

U

KEDUDUKAN

"-;.r?_ngSd..;r-Q./--Th(

Nama Jabatan

$ekwan
lltk
i
I liah,bag
f "',-". "*ro.."-
! ,. - .i

HO LA





BEI,YAH PERI,YAI{ILAN BAI{YAT BAEBAH

KABUPATEH REI1{BAilG

!L p. Bip+aesoro n**Jg*Tffit1e4 Kqde P*s 5e212

RISALAH

BAPAT PARIPUAI.IA { II } DPRD I{ABI}PATEH REA{EAITIG

TE}ITA?{G

PEHYAHPAIAH USilL REKOilEHDASI OLEH PAT{ITIA KI{USUs BPRB

ATAS LIff}I BUPATI REMBA}IG AIffiIR ?AHUI{ A}IGGARAH Z*L*

I.

Hari
Tanggal

trVa}'.tu

TemPat

JETIS RA.P.{T

: Selasa
: i4 Aprit 3030

: 11.00 1118.

: Gedung DPRD KabuPaien Rembang

: Rapat Paripurna lnternai DPRD Kabupatc*

Rembang

I{ SIFAT RTPAT : TCTbUKA

trI. AC,{H-{ RAPAT:

l. Pembukaan;

?. penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus DPRD Atas

LKPJ Bupati Akhir Tahua Anggaran 2S19;

3- Persetujua* terhadap Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus DPRD

Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2*19:

4. Penutup.

I}'. P[*{PT}iA?{ ATPAT

1. Fdama : E. *L .JII} K{+fiL }{Z
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang



1T. Jt-l}fLAH AI'iGGOT'{

1. Fraksi Persatusn Pemballgffilall

2. Fraski Kebangkitan Bar:gsa

3. Fraksi h=asional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangaa

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Ind*riesia Sejahtera

Jumlah

ATGGOTA I'I.IG ILq.DIR

1. Fralisi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. fraksi Fiasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya lndonesia Sejahtera

Jumlah

VtrII. AI\iGGOTA TA}:G TIDAK TI{DIR

1. Fraksi Persar*an Pefilba:rgrlfian

2, Fraski Keba:rgkitan Ban*asa

3. Fra}$i hiasi*nal Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demel*rat Hanura

6" Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: i* ora*g

: I *rang

: I orang

: 6 cra*g

: 6 arang

: ? arang

1T[.

: .15 crang

: i0 crang

: 7 orang

: 7 orang

: 6 orang

: -1 orang

: 7 orang

: 41 oraag

: - oral}g

: 1 *rang

: 1 *raag

: - sfiltrg

: 2 erang

: - *ra$g

Jumlah : 4 orar:g



LX. JAL.{i{lti}iA LA.PAT
PI+{?LriA} A{,?AT : E' }{dJID I({}{IL ltz

As s *!aam*' alail*m * r. **3.

yang terhormat Pimpinan dan angqota DPRD Kabupaten Rembang.

yaag sala harmari Selretaris DPRD Kab*pate* Rembang beserta Staf'.

Sebagai insan yang beriman dan bertaq$a kepada Allah S\IflT. Tuhan

yaag Maha Esa marilah u*ruk senantiasa kita seiaiu bersSukur kehadirat-)iya

karena atas segala kenikmatan 3'a*g diberikan kepada kita semua, pada hari

ini Selass ranggal i4 April 30?0 kita dapat berkump*1 untuk melaksanaka::

Rapar paripurna dalam raagka pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akl-rir

Tah*n Anggara* ?*19 dengan agenda pck*k Penyampaia* Csr:l Rekomendasi

oleh panitia Khusus aras L.KPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggara* 2019

dan persetujuan terhadap us$l rekomendasi-

Rapat Dexan -Yaltg saya horreati,

Me*urut catatan J*aag saya terima dari Sekr*tariat SFRD b*hwa &ffii

jumlah anggota DPRD sebanyali 45 srtrng. -yarrg hadir secara fisik rlan

menandatangaai daftar hadir pada rapat paripurna hari iai adalah sebanyak 4l

orang.

Keabsahan kuorum rapat paripurna ini diafur pada Pasal 1i4 ayat {1}



tas pelaksanaan hak angket. i"rak men3'aukan peadapat.perseruJ uan a

ffiengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau 1lakil

Bupaii. memberhc*tikan pimpinan DPRD serta uilruk meneiapkan Perda dan

ApBD. Atas dasar jumtah fisik anggota y*ang hadir dengan ketentuan ,'-ang

berlaku. sraka keabsahan kuarum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjuery-a denga* sleag$cap "Bisn*?Jnhirr*h*#ttirro*irfi" tepat

pulml 12.Sq &ilB Rapat Paripuraa DPRD saya nyatakaa dibuka"

{Xs*rk F*tx 3 k*li }

R*pat D**an :"ail9 terLorm*t,

Unruk mempersingkat r,r'aktu. akan sa,ya sampaikall sl:sl}Itai} acaril dalam

rapat paripuraa hari ini adaiab sebagai berikut :

1. Persb$kaan.

?. Penyampaiaa LIsBI Rek**endasi oleh Pa:iifia Kh*sus Atas LKPJ Bupati

Rembang Akhir Tahun Anggaran 3019;

3. Pers*tujuan Terhadap Usul Rekamendasi Paaitia Khusus Atas LKP}

Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 3819;

4. Penutup.

Rapat Dewan yang sa.Ta hcrmati,

Kita masuki acara kedua. 1'airu Ptn.vampaian Usul Rekomendasi *ieh

Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahr.rn Anggaran 2019.

- -^:



1. Panitia Khusus I : Sdr. Rabis Srvabihaatcro

?. Panitia Khusus II : sdr. Yatin Abdul zaerta|

3. Panitia Khusus trfi : Sdr' Khan:id" S'E"S-I'

4. Parritia Khusus rtr,. : Sdr. Sah:ringsih. S.E.

secsra berureta*. sela*jutr:3.a dimr:iai dari pa*itia Kh*sus I disilahkan.

=PEi{ YA*ITAIA?\ USUL REI{O}IE }-}ASI PASITIA KIIL; ST S

:

) {p*nSarrpa*iar {,rssf Re*sm€ndssi *le* ?aniti* {*ttstts '4fss LX?l Bapati

Eemb*ng A*t*ir Tahilr, Anggarsx 2#19 terl*mpir)

Terirna kasih kepada juru bicara dari masing-masing Panitia Khusus atas

penyampaiann-va"

SaPat De*raa -Yaag berbahagia,

Baru saja tadi kita dengar bersama usul rekomeadasi dari masiag-raasiag

panitia khusus atas LKpr Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran ?81*-

Sebelum usul rekomendasi dari masing- masing paaitia khusus ini nantinya

diretapkan menjadi Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang. maka sala

mi:rra persetujuan terlebih dahulu dari rekan - rekan 1'an3 hadir pada rupat

paripurna ini.

,, Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir T*hur

Auggaran 2S19 dari Panitia Khusus { dapat disetujui mtrjadi

Rekomtndasi DPRD???'"

#S*uiuutt...!!!:#



'Apakah Usul Rekomeildssi Atas LKPJ Bup*ti Rembaug Akhir T*hun

Anggarag 2019 dari Panitia Khusus II dapat disetujui menjadi

Rekcmend*si DPRD??? 'u

frengax s*ailz&sf,GJ sent$# *ngg*ta SffiD $sng hsdit me*ygcttixi

{ Eet ** p*lu I **fi }

x Ap*kah Usul Rekomendasi .A.tas LI{PJ tsup*ti Remba*g Akhir Tshun

A*gg*ra* 2819 dari ?a*itia Khusus tII dapat disetui*i m**i*di

Rekomendssi DPRI)??? o

#,kl*j*{*lt -."IIi 
-€

Dengax s3r1r$ *xlat sefint$ anggot* *Pfrfi -y*fig *sdir mer'ryetuiui

{ f{*tk P*lu I l**Ii i

,, Apal*ah Lisul Rekamradasi Atas LKPJ Bupati R+mbaag Akhir T*htln

A*ggaran ZB19 dari Panitia Khusus 11 dapat diset*jai m*aiadi

Rekameadasi DPRD???'*

Deng*n sasr$ bulst se$tiltt {rnggots DPKD 3'nttg hadir menyetuiui

{ Eeruk palu I k*li }

Atas p€rsetujuan dari rekan-rekan anggota- selanjutny'a rekomendasi ini aka:r

dituangkan dengan Keputusan DPRD tentang Rekomeadasi atas LI{PJ Bupati

Rex*aag Akhir Tahun Anggaran 2*19, dan akan disampaikan kepada Bupati

datam rapat paripurna esok pagi Selasa tanggal 15 April 2*20-



R*p*t D*xa* 
"l"s*g 

berb*ha#a,

Ag**da p*kok mpat paripurna telah kita lalui, mak* seles*i s*dah rafat

pa*pr:rna hari iai. Terfu*a kasih atas perliatian dan kehadim*mya ffita *gtt*e

maaf atas segela kekurangaa di datam saya memirnpin r*pat p*ripuraa pda

hari ini. Akhirnya dengan me$gucaF "Alh*rxd$till*hirsbbil 'nt*t*tin 
*r tepat

pukul i?.45 11rlB Rapar paripurna DPRD hari ini sa}'a ayarakan dituary-

{Xea* p*tu 3 e#JiJ

W*ss*l**m*' *l*ik*m Wr. W-

DEtrliAN PER\ITAKILAs L{ KYAT DAELAI-{
iL-\B LPATEN REI'IB Ai\G

KETUA. SEKR-ET S,

a\
\-Sn

/ \YWI,J
1-

IL *{Z Drs, DRUPODO. }'I.Si.
Pembina Urama Muda

iilP. 19S7*-1:1 1993{i3 1t}C9



L.{*f.PIRAit ; RISALAII BAPAT PARIPURITA { II } I}PEI}
KABLTTATE}{ RE*{BAHG TE$TAI{C PE?SYAMTAIATT
USilL REI($*TEi{SASI GLEH TAffITIA KIIUSI}S
DPRI} ATAS LKPJ BUPATI REMBANC AI{HIR
TAgLry{ ANGGARAi\'2S19

LAMPIRAN I

LAfu.TPIRA}{ II

: Daftar Hadir Pimpiaan dan Anggota DPRD;

: Pea3,ampaian Lrsul Rekameadasi *leh Panitia Khusus

DPRD Atas Lap*ran Keterangan

Pertanggungiau.aban i LKPJ i Bupati Rembang Akhir
Tahrin Anggaran i019 .



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA( tI } DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASIOLETI PANSUS ATAS LKPJ BUPATIAKHIR TAHUN 2019

HARUTANGGAL : SEI-ASA, 14 APRIL 2020

PUKUL : 11.00 WIB

H. MAJID KAMIL MZ

H.M. MURSYID, S.T.

SULISTYO WETI ARIANI,S.H.

SITI RIZQIYAH PUTRI DWIANI

DTs. H. MUH. SUBAWOTO

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

WakilKetua DPRD
SUPRIYADI EKO PRAPTOMO' S.E.

YATIN ABDUL ZAENAL



FRAKSI POI PERJUANGAN

RIDWAN, S.H. M.H

DONNY KURNIAWAN, S,E. M,M,

FRAKSI DEMOKRAT HANURA

ACHMAD ZAMHURI, S.H.

MOH NUR HASAN ,S.H.M.H,

PUJISANTOSO, S.P, M.H.

WWN WINARTO, S.H.

GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

Keterangan:

1 trqin
2 s: sarit

3 c:cttti
4 DL : Dlnae Luar



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No, 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG

MEMBAHAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

A. Dasar :

PanitiaKhususlDPRDKabupatenRembangdibentukdan
melaksanakan tugas berdasarkan pada '

1. Surat Bupati Rembang Nomor : fiafi778t2020 tanggal 20 Maret

2020, perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun

anggaran 2019
2, Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggall

April 2o2O dalam rangka Penjadwalan Pembahasan LKPJ Bupati

Rembang Akhir Tahun anggaran 2019'

3. Keputusan DPRD XaOupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020

tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus l' ll'

lll dan lv DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas

LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun anggaran 2019, dengan

susunan Keanggotaan Panitia Khusus I dan Tugas sebagai berikut:

l. susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten

Rembang meliPuti:

1. MASHADI, S.Pd, M'M.

2. Drs. H,M. SUBAWOTO

3. SUGIHARTO
4, SUNARDI, S.Pd.I

5. SUMARDI
6. ANDI KURNIAWAN

7. ADI PURWOTO

KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA t

ANGGOTA
ANGGOTA

^ 
i.r/1/1n'|- A



ll. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas LKPJ Bupati Rembang

Akhir Tahun anggaran 2019 di Bidang Pemerintahan'

Pelaksanaan :

Hari

Tanggal
Tempat
Dihadiri

: Kamis dan Senin

: 9 dan 13 APril 2020

: Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Rembang

: Pansus I DPRD Kabupaten Rembang dan OPD

terkait

C. Hasil Fembahasan :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas

tersajinya dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai

laporan kinerja lahunan Pemerintah Kabupaten Rembang'

setelah mendalami dan mencermati dokumen LKPJ Akhir Tahun

Anggara n 2019, Pansus I DPRD Kabupaten Rembang memberikan

rekomendasi sebagai berikut :

l. Bidang Pemerintahan ,

1, Dalam LKPJ ini beberapa oPD belum menuangkan indikator

kinerjautama,sehinggaPansusltidakbisamemberikan
penilaian, laporan ya;; tersaji di dominasi berupa realisasi

anggaran.
2. Dalam pelaksanaan P|L|(ADES serentak di tahun 2019' masih

banyakhalyangperludibenahi'Terjadinyapersoalandalam
penyelenggaraanmenunjukkankurangnyapemahaman
terhadap ketentuan / perundangan'

DimintaagarPemerintahKabupatenRembangmelakukan
langkah dan strategi yang lebih baik , , - - - ,^

3.Masihbanyakditemukannyabeberapahalyangbelumsesual'
terkaitpenyelenggaraanpemerintahandesa,baikdalamhal
transparansi, akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi.

Contoh :

a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan

b. SPJ yang tidak di dukung bukti riil

c. t-aporan yang tidak tepat waktu alias molor t

AgarkedepanlebihbaikdimintaPemkabmelakukan
peningkatan pembinaan secara serius terhadap pemerintahan



dirasakan oleh OPD, bahwa pemeriksaan yang dilakukan

sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan

pembinaan tetapi menyalahkan.

5, Masih terdapat beberapa PERDA lnisiatif DPRD belum ada

tindak lanjut Pemerintah Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan

teknis diantaranya Perda Pengelolaan Persampahan, Perda

Penyelengaraan Perpakiran, Perda TSP dan Perda

Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan.
Diminta agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera

menerbitkan PERBUP sesuai PERDA yang dimaksud, agar bisa

dilaksanakan.
6. Nilai SAKIP yang masih rendah karena berdasarkan data dari

tahun ke tahun tetap dalam posisi CC'

Diminta kedepan meningkatkan capaian nilai SAKIP pada posisi

yang lebih baik.

Bidang KePegawaian
1. Dari hasil pengawasan Komisi I DPRD Kabupaten Rembang

ditemukan Tenaga Harian Lepas (THL) sejur:nlah kurang lebih

1.600 yang perekrutannya ilegal (tidak ada payung hukumnya)

yang tersebar di beberapa organisasi Perangkat Daerah di

Kabupaten Rembang. Bahwa amanat PP 48 Tahun 2005 Pasal

8 jo PP 43 Tahu n 2OO7 dan surat Edaran Mendagri Nomor :

814.1/169/SJ tanggal 1o Januari 2013 tentang Penegasan

Larangan Penggangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan

BupatiMalikota.
Di minta Pemkab Rembang melakukan langkah pembenahan

untuk penanganan tenaga dimaksud yang tidak melanggar

ketentuan peraturan perundangan, karena akan menjadikan

beban pembiayaan dan permasalahan di daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif

melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar

kinerja ASN lebih bisa tertib dan optimal sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinYa _:

3. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesual

dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dah

rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan

neraturan oerundanq-undangan. Serta menempatkan pejabat



ilt.

tv.

Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan MasYarakat
1. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar

2. Belum optimalnya peran serta ormas dal LSM dalam

peningkatan wawasan kebangsaan

Bidang lnformasi dan Komunikasi
1 . Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di

bidang teknonoligi informasi

2. Belum efektifnya adanya unit pengaduan online terpadu

3. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten

Rembang
Diminta Pemkab Rembang untuk

pemenuhan kebutuhan tersebut

V. Bidang Lingkungan HiduP

lebih meningkatkan

1. Terkait pencemaran udara, air dan lingkungan, agar

Rembang memenuhi kebutuhan peralatan pengukur

kualitas Yang dibutuhkan

2. Untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan lingkungan

hidup lebih baik, agar Pemkab Rembang menyediakan lebih

banYak lagi Ruang Terbuka Hijau

3. Terkait persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25

Milyar, agat perencanaannya harus matang dan jangan sampai

menimbulkan kontra dengan warga di lingkungan sekitar

D. PenutuP

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang

dalam membahas LKpJ Akhir Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya

sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD'

,, *"rbang, 14 APril 2O2A

PANITIA'KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,

/

Pemkab
indeks

Ketua,

,-.



LAPORAN HASIL bEMBAHASAN PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

BER'AMA OPD TERKAIT DALAM MENYUSUN REKON,ENDASI ATAS LKPJ BUPATI

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

ASSAISM U,ALAIKUM WR.WB'

yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan segerrap Anggota DPRD l(abttpaten

Rembang;

MengawalipenyampaianLaporanHasilPembahasanPansusliDPRDKabupaten
Rembang daranr rnenyusun Rekomendasi atas LKpJ penrerintah Daerah l(abupaterr

Rembang Ahkir Tahun n|,,,ggrrrn ior.g, kami tidak-rupa mengaiak kita senrua senantiasa

bersyukur kepada arah swr utur r.g.t. rimpahan nikmat dan karunia-nya sehingg;a kita

bisa meraksanankan tugas o;;;#rn xepada seruruh masyarakat Rembang dengan

_-- balk.

AdapurrLaporanHasilPembahasanPartsusllDPRDKahupatenRenlbang
selengkapnya aiialah sebagai berikut ;

DASAR PEMBAI{ASAN :

.SuratBupatiRembangNomorl:ol'O77B:2O20tanggal2.CMaret2020
Perihal Peny3111,.i,n Jrpl aupati Rembang Ahkir Tahun Arrgga ran 7019,

- Rapat Badan Musyawarah DPRD rar:uplten Rembang Nornor 3 'lahun

2020tentangjadwal,.,n,t.,,,anLKPJeupatlAhkirTah,unAnggaran20].9,
-KeputusanDPRDxabupatenRembangNorrror3Tahr.,.n2020tentarlg

penetapanlrimpinano,nr.,nggotaattPartitiaKhusus,l,ll,lll,danlVDPllD
Kabuoaten Rembang a.t,m ,..i,,t,.,,s LKP] Bupati Ahkir Talrun Artg;garan

2019'

PEISKSANAAN:

a.

b.

c.

d.

Jenis raPat

Tenta ng

Hari

Tanggal

Waktu

TenrPat

Di hadiri oleh

Rapat kerja Pansus ll

Pembahasan LKPJ Bupati l'ahurn Anggaran 2019

Kamis dan Senin

9 dan 13 APril 2020

11.00 WIB s/d selesai

Ruang Komisi ll

- PimPinan dan Anggota Pansus ll

- OPD terkait

WIDODO, S.It

e.

f.
g.

h, PimPinan RaPat :

lJAqII NAPAT:



REKOMENDASI

L,Pendapatahdarisektorretribusiperikananpelelanganikantidaktercapat
4,6Milyard'padahalpt;';l;nanrHr-(TenagaHarianLepas)diTPl
bertambahl00orang.Dimohonagartenagakerjayangadadi
optimalkan atau dikurangi jumlahnya'

Belanja pegawai pada Belanja langsung melebihi dari anggaran yang

sudah diletapkan ;;;.;;r 8 Milyard. oTmonon untuk perencanaan tselanja

Pegawai pada Belanja Langsun gagar lebih dicermati'

Serapan anggaranyang tinggi {iatas 
90% c)an capaian kinerja rendah

hanya 33% .Agt' ki;;;a teU-itr focus p'd' tupuian indikator sehingga bisa

meningkatkan kontribusi ke PAD secara optimal'

PENUTIJP
DemikianhasillaporanpembahasanPansusllDPRDKabupatenRernbang

atasLKPJtsupatiAhkirTahunAnggaran20lgyangdapatkamisampakan.

SelanjutnyasebagaibahanRekomendasiKeputusanDPRDKabupatenRernbang

tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019'

WASSATAMU ALAIKUM WR'WB'

REMBANG, 13 APril 2'020

PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBAi\G

2,

3,

Sekreta ris,
Ketua,

ILYAS



LAPORAN RAPAT HASIL PENYUSUNAN

USUL REKOMENDASI KEPUTUSAN DPRD ATAS

LKPJBUPATIREMBANGAKHIRTAHUNANGGARAN20l9
PANITIA KHUSUS III

A. Dasar:

1, surat surat Bupati nomor : 130 t a778 I 2o2o tanggal 20 Maret 2020 perihal :

Pengiriman Dokumen LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019',

2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020 terkait

penjadwalan pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019'

3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan

PimpinandanKeanggotaanPanitiaKhususl,ll'llldanlVdalammembahasLKPJ

Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019'

B. Pelaksanaan

1, Hari/ Tanggal

2. TemPat

3. Hadir dalam RaPat

4. Pimpinan RaPat

Kamis dan Senin tanggal 9 dan 13 April 2020

Ruang Komisi lll DPRD Kabupaten Rembang'

Pimpinan dan anggota Pansus lll bersama OPD terkait

Anjar Krisniawan, S.T'

c. Hasil RaPat :

Secara umum

Anggaran 2019

sebagai berikut:

Laporan Keterangan

dapat dipahami dan

Pertanggungjawaban

diterima, namun ada

Bupati Akhir Tahun

beberaPa rekomendasi

1.

2.

3.

4.

pemkab Rembang perlu melakukan langkah - langkah yang konkret dalam

monitoring dan pengendalian pembangunan agar tiap tahun tidak ada masalah

yang terulang.

Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh oPD, untuk itu kedepan agar Pemkab Rembang lebih

matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa dilaksaitakan

denganbaikdansesuaiharapanyangdibutuhkanmasyarakat.

Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitaq dan

koordinasi parda saat tanggap darurat bencana'

Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang' maka kedepan agar



Demikian Laporan hasil rapat Pansus lll dalam membahas LKPJ Bupati Akhir

Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPfD

tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2O1g pada Rapat Paripurna lstimewa

tanggal 15 APril 2020.

Rembang, 14 APril 2024

Pansus lll

DPRD KABUPATEN REMBANG

AWAN, S.T. lD, s.E., sy.



IAPoRAI{HAsItPEMBAIIASAI{PAI{ITIAI{HUsUsrv
DrtrIart ptRwAKILN{ neniet DATRAII I(ABUPATEN REMBIITG

DALAIVIMt}rrusI,NnexonrENDAsIATASLI(PJBUPATI
AI$IIR TAITUN AI{GGARAI{ 2OL9'

A. DASAR:

1. Surat BuPati Rembang

perihal PenYamPaian

2019:'

2. RaPat Badan MusYawarah DPRD

2020, tentang jadwal Pembahasan

20t9;

PELAI(SAI{AAI{ :

1. Hari

2. Tanggal

3. TemPat

4. Peserta
.l''

5. PimPinan RaPat

Nomor: l3Ol0778l2O2O tanggal 20 Maret 2020''

LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran

KabuPaten Rembang tanggal 1 APril

LKPJ BuPati Akhir Tahun Anggaran

3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun

Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus' I'

DPRD Kab. Rembang dalam Membahas LKPJ Bupati

Anggaran 2Ol9 '

2O2O tentang

II, III dan IV

Akhir Tahun

B.
Kamis dan Senin

9 dan13 APril 2O2O

Gedung DPRD Kab' Rembang

Pimpinan dan Anggota Pansus IV DPRD

beserta OPD terkait

: Sahningsih, SE (Ketua Pansus IV DPRD)

C. IIASIL RAPAT

DPRDKabupatenRembangpatutmemberikanapresiasikepada

Eksekutif atas tersusunnya buku l'aporan Keterangan Pertanggungiawaban

BupatiRembangAkhirTahunAnggaran2olg,selanjutnyaLKPJtersebut
dibahasmelaluipanitiakhususDPRDyarLgsudahditetapkandengan
keputusanDPRD,danPanitiaKhususlVdiberitugasuntukmembahas
LKPJtahunanggaran2o|gbidangKesejahteraanmasyarakat'Dalam
membahasLKPJTahun2olgsesuaidenganprioritaspembangunandalam

RKPD tahun 2OLg dengan tema upemberdagdan dan Pengernbangan

sDltr menuJu Masgarakat gang Berdagd sorlngr rnooattf dan Kredtlf"
nnnaiAn Misi ke V



SelanjutnyadarihasilpembahasanPanitiaKlrususlVterhadap
LKPJ TA 2019 ada beberapa rekomendasi yang bisa kami sampaikan untuk

bisa ditindaklanjuti supay a ada peningkatan capaian kinerja organisasi

Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

DaricapaianserapananggaranpadaDinasPendidikanPemudadan
olahragan sebesar 97o/o, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas

pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada

peningkatankompetensitenagapendidikuntukmeningkatkanmutu
pendidikanolehsebabituPemerintahDaerahharumemberikan
anggaranyangcukupuntukpeningkatankualitaspendidikan,selainitu
agartenagapendidiklebihfokusdalammenjalankantugassebagai
pendidik,md'kadisetiapsekolahterutansekolahdasarharusadatenaga

administrasi untuk menyele.saikan administrasi sekolah sehingga tidak

dilakukukan oleh guru yang sebagai tenaga pengajar'

2. Bidang Kesehatan

MasihtingginyaangkakematianibudanbayidiKabupatenRembang
walaupundaritahunketahunsudahadapenurunanangkakematian
ibudanbayi,kamimerekomendasikanagarPemarintahdaerahmelalui
oPDterkaitmelakukansecreaninglebihawalbagiwanitausiasubur
ataupasallgallusiasubursupayakehamilannyadirencanakanSecara

sehat, selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga

medisdirumatrsakitataupuskesmasmelaluipelatrhanataudiklat
terkait penanganan kematian ibu dan bayi'

3. Bidang Sosial

Terkaitdenganbidangsosial,masihadanyaPMKSyangbelumterdata

danbelumtertanganidanbelummendapatkanbantuansosiai,
renda.nya aksesbilitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

danminimnyapantisosialyangmenanganiksejalrteraansosialhalini
menyebabkanpermaslahansosialymLgtidakterselesaikanuntukitu
kamimerekomendasikanagarpemerintahdaerahmelakukanvalidasi

data terkait dengan penerima bantuan sosial supaya tepat *a'dtat"

mempermudahakseslayanankesejahteraansosialdanmenyediakan
^r^ ^.!-aaah aarta memoerhatikan panti-



D.

4. Kearsipan

Masih kurangnya sDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga

terampilmaupunahli,danmasihterbatasnyasaranadanprasarana
penyelenggaranperpustakaandanarsipdaerahinimenyebabkan
pengelolaanarsipdaerahkurangmaksima]urntukitukami
merekomendasikanagarpemerintahdaerahSegeramerekruttenaga

kearsipan dan mencukupi salana dan prasaran terkait pengelolaan

arsiP daerah.

5. Pariwisata

MasihrendahnyacapainpariwisatadiKabupatenRembang,seperti
menurunnya kunjungan pariwisata sehingga tidak tercapi targe'l PAD

dari pariwisata, kurangnya tenaga professional di bidang pariwisata

khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha

pendukungpariwisatayangberbasisekonomikreatif,halini
menunjukkan kinerja perangkat daerah kurang optimal untuk itu kami

merekomendasikanagefpemerinta'hdaerahmenjadikansektor
pariwisatamenjadisektorunggulandenganmerekruttenaga-ter\aga
yang professional dibidang pariwisata serta membuat program-program

inovasidankreatifitasdibidangpariwisata.

PENUTUP

Demikian L,aporan yntgkami sampaikan atas hasil rapat Panitia Khusus

IVDPRDKabupatenRembangdalammenyusunrekomendasiatasLKPJ

Bupati Akhir Tahun Anggaran 2}lg, yang selanjutnya sebagai bahan

rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun

Anggaran 2OL9.

Rembang,

Panitia Khusus IV

Ketua

13 April 2O2O

DPRD Kab. Rembang

Wakil Ketua

SAHNINGSIH, SE HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd





I.

II.

IU.

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691L94 Kode Pos Sg2lZ
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG

PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS

LKPI BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2OL9

Hari : Rabu
Tanggal : 15 April 202A

Waktu :11.00W18.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JEI\IS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;

2. Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas

LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2Al9;

3. Penutup.

PIMPINAN RAPAT

1. Nama : M. BISRI CHOLIL LAQOUF

2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO' M.Si.

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kaburaten Pembang

IV.

v.



VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

WI. ANGGOTA YAI\G HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

VIII. AI\GGOTA YANG TTDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: l0 orang

: 8 orang

: I orang

: 6 orang

: 6 orang

:7 orang

: 45 orang

: 9 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 5 orang

:7 orang

: 43 orang

1 orang

- orang

- orang

- orang

I orang

- orang

Jumlah :2 orang



LAGU INDONESI.A RAYA

Ass alaamu' alaiku mWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati,

DPRD Kabupaten Rembang;

Dan yang saya hormati

- Sekretaris DPRD beserta staf.

rekan-rekan Pimpinan dan anggota

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan

Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nyu, sehingga pada hari

ini kita kembali dapat berkumpul, bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna

dalam rangka Pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran

2019, dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Bupati Rembang Akhir Tahun

Anggaran 2019.

Peserta rapat yung berbahagiu,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari

sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan

menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 43 orang. Oleh karena rapat

paripurna ini tidak mengambil keputusan, dimana dalam pelaksanaannya tanpa

memperhitungkan iumlah fisik anggota yang hadir, maka dengan mengucap



Peserta rupat yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini,

adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ

Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019

3. Penutup.

Peserta rapat yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok dalam

rapat paripurna hari ini yaitu Pembacaan Keputusan DPRD tentang

Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 20L9.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Puji Santoso,

S.P.,M.H. berkenan membacakannya. Disilahkan

::= PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019 =::

Y ( Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati
Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 terlampir )

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. atas bantuannya.

Dari pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ

Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa saran,

masukan, himbauan maupun koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sehingga Kabupaten

Rembang menjadi lebih baik, lebih maju sesuai harapan masyarakat. Aamiin.

Peserta rapat yang berbahagia,

Agenda pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ

Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 telah kita laksanakan, maka

selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terimakasih saya sampaikan kepada

semua yang hadir di sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam

penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucap

"Alhamdulillahirobbil 'alamin " tepat pukul 12.40 WIB rapat paripurna hari

ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wussalaamu' alaikum Wr. V[/b.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

TT

SEKRETAR[S,

&
h-o frrlrlDrlrtn IvI sir A TTrIIIEI



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( III ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN
KBPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS
LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN
ANGGARAI\ zAI9

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Keputusan DPRD Nomor Tahun 202A
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah

Akhir Tahun Anggaran 2019;



dffisl

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ( III } DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 2019

HARUTANGGAL : MBU, 15 APRIL 2O2O

PUKUL : 11.00 WIB

H. MAJID KAMIL MZ

H.M. MURSYID, S.T.

SULISryO WETI ARIANI,S.H.

I RlZQlYArl PUTRI DWIANI

SUNARDI, S.Pd I.

H. BISRICHOLIL LAQOUF

NASIRUDIN. S.Si.

JOKO SUWITO, S.E.

Drs. H. MUH. SUBAWOTO

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

FRAKSIPARTAI NASIONAL

SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E. WakilKetua DPRD

SUSTIYONO

YATIN ABDUL ZAENAL Anggota



FRAKSI PDI PER.'UANGAN t"-
27 RIDWAN, S.H. M,H. WakilKetua DPRD 27 ,r\f\_j_ \
28 JASMANI Anggota AV,,f)%
29 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M. Anggota ,n /u W 'r-J ----1

30 WDODO, S H. Anggota
\ 'u{}"fo ,/:8I

31 ADIPURWOTO Anggota argffi'r' .lt

32 SUMARSIH Anggota I \t'az,ltv')
l\

FRAKSI DEMOKRAT HANURA

33 H. GUNASIH, S.E Anggota .. ''\ V4^\
34 ACHMAD ZAMHURI, S.H. Anggota \. l\f
35 H. HARNO, S.E. Anggota 35\

t

36 MUGIYARTO, S.T. Anggota 36 ?)

37 MOH NUR HASAN ,S,H.M.H. Anggota \r (W <)'-r
38 DUMADIYONO, S.H. Anggota \i/s(&.

FRAKSI KARYA INDONESIA
SEJAHTERA ---3?

39 PUJISANTOSO, S.P, M.H. Anggota 444L.
40 H. YUDIANTO, S.H. enggor^ r*

,rr'/ 40 SV{.
41 WIWIN WINARTO, S.H. Anggota at7?fi* { \.e
42 AGUS SUTRISNO Anggota {/ az-fl=
43 GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I. Anggota 43 w/
44 RABIS SWABIHANTORO Anggota

45 ANJAR KRISNIAWAN, S.T Anggota as/flkpz
/..i/"- -'

Keterangan :

1 l:ljin
2 s: sakh

3 c:cutt
4 DL: Dinas Luar

REMBANG



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA ( III } DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PEMBACMN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATIAKHIR TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : MBU, l5 APRIL 2020

PUKUL : 11.00 WIB

,,\**...( D!E. DRUPODO. M.Si(' ' NtP 19620421 199303 1 oo9



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2O2A

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANOOUNGJAWABAN

KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a, bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20

al'at (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaiuasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepala Daerah men)'ampaikan LKPJ kepada Dervan
Peru'akilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam
pembahasan LKPJ Der,r'an Perr,r,akilan Rakl'at Daerah
memberikan Rekomendasi ;

bahn'a untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rai<y*at Daerah
Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas La.poran
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun
Anggaran 2019;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 renrang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djarva Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

}.



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharan Negara;

5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjas'ab Keuangan Negara:

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenang Sistem

Perencanaan Pembangunan ['{asiona] ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;

8, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

L lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 201 5 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang'undangan

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 | Tahun 20 t0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 1,a1,'anan

Umum;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

16, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al7 tentang
Pembinaan Dan Pengau,asan Pen_velenggal'aan Pemerintah
Daerah:



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penl'usunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan RakYat Daerah;

21 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah :

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

2S. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016'
2421

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2O2Ot

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan

Peru'akilan Rakyat Daerah l(abupaten Rembang alas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 15 April 2024.

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjarvaban
Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dan
sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti
guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rembang.

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA



1.

Lampiran : Keputusan DPRD Kab.Rembang
Nomor : 4Tahun2O?O
Tanggal : 15 APril 2O2O

REKOUETDASI DPRD KABT'PATEI| RE}TBAITG ATAS LKPJ BI'PATI AI(HIR

TAI{Tff ASGGARAN 2AL9

Dalam LKPJ ini terdapat beberapa OPD yang belum menuangkan indikator

kinerja utama, laporannya hanya berupa realisasi anggaran.

Perlu adanya harmonisasi atas produk hukum yang telah di buat'

pelaksanaan PILKADES masih harus di benahi. Banl'aknya persoalan

dalam penyelenggaraan menunjukkan kurangnl'a pemahaman terhadap

ketentuan / perundangan ),ang mendasari hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera mengambil langkah yang

tepat terkait banyaknya PERDA yang belum memiliki PERBUP, sudah

seharusnya Pemerintah Daerah segera menuntaskan kewajiban dan

amanah beberapa PERDA ),ang mervajibkan adanya PERBUP khususn,va

produk pERDA yang dibuat atas inisiatif DPRD .l'ang belum ada tindak

lanjut Pemerintah Daerah membuat petunjuk pelaksanaan teknisn-va

perlunya peningkatan pembinaan terhadap pemerintah desa dalanr

penerapan Undang-Undang Desa. Hal ini terlihat masih ditemukannya

beberapa hal yang belum optimal, baik dalam hal transparansi,

akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi dalam pelaksanaan

pemerintahan desa.

Inspektorat dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan untuk

mengedepankan fungsi Pembinaan. Hal ini dirasakan oleh OPD, bahu'a

pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sangatlah minim, jangan

sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi melakukan

pemeriksaan atau bahkan menl'alahkan.

Nilai SAKIP yang masih rendah

Perlu ditingkatkan pembinaan penga\\,asan terhadap pelaksanaan

anggaran Dana Desa karena masih banvak ditemukan hal-hal sebagai

berikut :

a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan

b. SPJ y'ang didukung bukti pengeluaraanYa

c. laporan yang tidak tepat rvaktu alias molor

2.

3.

4.

5.

7.

8.



menjadi bom waktu, yang menambah rumitnya kompleksitas permasalahan

kepegawaian di Kabupaten Rembang.

10. Bahwa rekrutmen THL itu tdk ada pal,ung hukumnya dan sejak terbitnnya

UU Nomor 48 tentang Kepegawaian insta.nsi pemerintah dilarang

mengangkat pegawai tidak tetap dalam bentuk apapun'

11. pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif

melakukan pembinaan di lingkup kepegau,aian, Hal ini agar kinerja ASN

lebih bisa tertib dan optimal seeuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

12. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan

mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta

dilakulcan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta

menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya The Right Man on

The Right Place and T"he Right Man on The Right Job " penempatan orang-

orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat

13. Belum optimalnl'a peran kelembagaan masyarakat desa dalam upalia

pemberdayaan mas)'arakat'

14. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat desa.

15. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penl'elenggaraan

administrasi pemerintahan desa.

16. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar.

17. Belum optimalnya peran serta orrnas dan LSM dalam peningkatan

waurasan kebangsaan di masyarakat.

18. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang

teknonoligi informasi.

Belum efektifnya adanya unit pengaduan online terpadu.

Masih terbatasny'a jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang.

Terkait persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25 M,

perencanaannya harus matang dan jangan sampai menimbulkan kontra

dengan warga di lingkungan sekitar.

Pendapatan dari sektor retribusi perikanan pelelangan ikan tidak tercapai

4,6 Milyard , padahal penambahan THL ( Tenaga Harian Lepas) di TPI

bertambah 100 orang. Di mohon agar tenaga kerja ]'ang ada di optimalkan

atau dikurangi j umlahnya.

19.

24.

21

22



24.

.29.

25.

26.

27.

28.

30.

serapan arlggaran yang tinggi diatas 9fflo dan capaian kinerja rendah

hanya 33o/o . Agar kinerja lebih focus pada capaian indikator sehingga bisa

meningkatkan kontribusi ke PAD secara opdmal'

Pemkab Rembang perlu melakukan langkah - langkah yang konkret dalam

monitor:ngdanpengendalianpembangunanagartiaptahuntidakada
masalah Yang terulang.

Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh opD, untuk itu kedepan agar Pernkab Rembang

lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa

dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan

masyarakat.

Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dart

koordinasi pada saat tanggap darurat bencana'

Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang' maka kedepan

agar Pemkab perlu memperbanyak bangunan-bangunan penampung air'

untuk mengatasi dan menertibkan parkir truk yang ada di bahu jalan dan

untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan pangkalan truk

yang ada di wilaYah Rembang barat'

Dari capaian serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahragan sebesar 97o/o, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas

pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada

peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu

pendidikan oleh sebab itu Pemerintah Daerah haru memberikan anggaran

yang cukup untuk peningkatan kualitas pendidikan, selain itu agar tenaga

pendidik lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai pendidik' maka

disetiap sekolah terutan sekolah dasar harus ada tenaga administrasi

untuk merryelesaikan administrasi sekoiah sehingga tidak dilakukukan

oleh guru ]'ang sebagai tenaga pengajar'

Masih tinggin-va angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang

waiaupun dari tahun ketahun sudah ada penurunan angka kematian ibu

dan bayi, kami merekomendasikan agar Pemarintah daerah melalui oPD

terkait melakukan secreaning lebih au'al bagr wanita usia subur atau

pasangan usia subur supaya kehamilannya direncanakan secara sehat,

selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis di

31



JJ

34

panti sosial yang menangani ksejahteraan sosial hal ini menyebabkan
permaslahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu kami
merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi data
terkait dengan penerima bantuan sogial supaya tepat Bararan,
mempermudah akseg layanan kesejatrteraan soaial dan menyediakan pand
sosial daiam hal ini nrmah singgah serta memperhatikan panti-panti sosial
atau yayasan yang dikelola oleh masyarakat.

Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tena.ga terampil
maupun ahli, dan masih terbatasnya Earana dan prasarana pen),elenRgaran
perpuetakaan dan araip daerah ini menyebabkan pengelolaa.n arsip daeratr
kurang maksimal untuk itu kami merekomendasikan agar pernerintah
daerah segera mereknrt tenage kearsipan dan mencukupi sarana dan
prasaran terkait pengelolaan arsip daerah.

Masih rendahnya caparn pariwisata di Kabupaten Rembang, seperti
menurunn.va kunjungan pariwisata sehinega tidak tercapi target pAD dari
parinrsata, kurangnl'a tenaga professional di bidang pariwisata khususnya
pelaku usaha pariwiaata dan belum berkembangnya usaha pendukung
pari*'isata yang berbasis ekonomi kreatil hal ini menunjukkan kinerja
perangkat daerah kurang optimal untuk itr,r kami merekomendasikan agar
pemenntah daerah menjadikan sektor panwisata menjadi sektor unggulan
dengan merekrut tenaga-tenaga yeng professional dibidang pariwisata serta
mem buat program' program inovasi dan kreatifi tas dibidang pariwisata.

PRD Kab,Rembang

KAMIL MZ



REKOMENDASI

DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ) BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAEMH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENOAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH

KAE}UPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2O2O

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNOJAWABAN

KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
La.poran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dew'an

Penvakilan Ratryat Daerah pada Rapat Paripurna, dan daiam
pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr
memberikan Rekomendasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas La.poran
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Akhir Tahun
Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun i950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenrang tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korunsi -Kolrr si rlan Npnofisrne.



4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendaharan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Perr gelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 20CI4 tenang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasionai ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangart

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201 4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggal.aan Pemerintah
n^^-^L.

tentang

8.

11.

t2.

13.

15.

16.



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pelapora:l Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

22, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyetenggaraan Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentalg Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-
2O21;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2Ol9 pada tanggal 15 April 2O2O.

Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

MEMUTUBI(AN I

Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2Ol9 dan
sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti
guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rembang.

Keputusan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah ini mulai
ber:laku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah KabuPaten Rembang

Nomor :4tahun2020
Tanggal : 15 APril 2A20

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP IAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGIAWABAN (LKPJ)

BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENDAHULUAN

LKPJ Akhir Tahun Anggaran pada hakekatnya merupakan Progress

Report atas hasil pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

. yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. LKPJ Akhir Tahun Anggaran

menjelaskan tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan

hasil pelaksanaan tugas pembantuan sefta penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

a. capalan pelaksanaan program dan kegiatan sefta permasalahan dan upaya

penyelesaian setiap urusan pemerintahan;

b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan

pelaksanaannya; dan

c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tahun

anggaran sebelumnya.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Daerah kabupaten terdiri

atas capaian kinerja:

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan

2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.



Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan

Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten kepada

pemerintah desa. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga

memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau

penugasan. Semua pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah tersebut disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPIMD).

Tata cara penyampaian LKPI secara yuridis diatur dalam Undang-

Undang nomor 23 Tahun zAM tentang Pemerintahan Daerah serta dijabarkan

dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyampaian dokumen LKPJ

Akhir Tahun Anggaran idealnya harus dapat memberikan gambaran kinerja

tahunan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus

memberikan informasi tentang penyelenggaraan usuran Pemerintah Daerah

kepada publik melalui lembaga perwakilan rakyat yang berperan memberikan

evaluasi, masukan dan penilaian dalam bentuk rekomendasi demi perbaikan

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. Gambaran kinerja

tahunan tersebut secara implisit merupakan akumulasi capaian dari

kecermatan perencanaan, konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan oleh

seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sefta pengendalian yang ditunjang

oleh seluruh stakeholders. Tingkat keberhasilan maupun kekurangan capaian

indikator kinerja pada akhirnya akan menjadi acuan tindakan perbaikan dalam

pelaksanaan pembangunan daerah di tahun mendatang guna mewujudkan

tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Bupati Rembang telah menyampaikan dokumen LKPJ tahun 2019

kepada DPRD Kabupaten Rembang, dengan surat tanggal 20 Maret zazo,

namun baru kami terima tanggal 30 Maret 2020, yang kemudian setelah

dibanmuskan, disampaikan melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 6 April

2020. Tahun anggaran 2019 merupakan tahun ke 4 (empat) dari periode

RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021, tahun yang sudah seharusnya



mencapai percepatan program dan kegiatan dan tahun-tahun berikutnya

menuju pemantapan hingga akhir periode RPJMD. Sebagai pelaksanaan tahun

keempat RPIMD, maka LKPI tahun 2019 adalah tahun pertanggungjawaban

yang sangat penting dan strategis bagi pemerintah daerah, karena merupakan

tahun evaluasi kinerja pada lebih dari separuh periode perencanaan lima

tahunan, artinya dari data dan informasi capaian yang ada dalam dokumen

LKPI tersebut akan dapat dikaji apakah pemerintah daerah Kabupaten

Rembang sampai saat ini mendekati capaian yang diliarapakan pada

perencanaan lima tahunan (RPIMD) atau masih jauh dari perencanaannya'

Dalam bingkai tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,

hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD ibarat sepasang sepatu,

yang meskipun mempunyai bentuk dan gerak yang tidak sama namun

mempunyai hak dan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan visi misi

pemerintah Daerah. Sehingga tercapainya keberhasilan pembangunan daerah

merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Dewan

Perwakilan R.akyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan sebagaimana amanah undang-undang nomor 23 tahun 20L4

tentang pemerintahan daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan

rakyat yang memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan,

sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat (1) undang-undang nomor 23

tahun 2AL4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan

DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan

perbup serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain

yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi

pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah yang keseluruhan hasil kerja itu sendiri tertuang dalam

LKPJ. Selanjutnya dalam menyikapi LKPJ tersebut, DPRD diamanatkan untuk

melakukan pembahasan internal sesuai tata teftib DPRD, guna melakukan

pendalaman atas LKPI dan merumuskan keputusan DPRD, berupa catatan dan

rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



B.

Dengan mengikuti tata cara penyampaian LKPJ sebagaimana

peraturan pemerintah nomor 13 tahun 20t9, DPRD Kabupaten Rembang

berupaya secara optimal memanfaatkan momentum penting dalam proses

pembahasan LKPJ tahun 2olg, dengan cara meningkatkan kualitas

pembahasan guna penyempurnaan kebUakan pembangunan yang lebih baik

dibanding periode yang lalu, sesuai azas pemerintahan yang baik, lebih efisien

dan efe6if, lebih transparan, paftisipatif dan akuntabel. Dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas pembahasan LKPJ tahun 2019, DPRD Kabupaten

Rembang telah melakukan serangkaian kegiatan, sepefti pembahasan internal,

diskusi dengan tenaga ahli serta mengadakan rapat kerja dengan Perangkat

Daerah terkait, hasilnya menjadi dasar perumusan catatan dan rekomendasi

strategis DPRD untuk perbaikan kebijakan publik pemerintah daerah pada

masa yang akan datang.

Pada akhir pembahasan LKPJ, DPRD Kabupaten Rembang menetapkan

keputusan berupa catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati

Rembang tahun 2019. Keputusan tersebut perlu disepakati bersama sebagai

media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang akhirnya bermuara pada

terciptanya keharmonisan hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD

sesuai dengan fungsinya masing-masing menuju Kabupaten Rembang yang

lebih baik kedepan.

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH

Potret kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan

daerah pada tahun 2019 dapat dievaluasi dengan berpedoman pada ukuran

indlkator kinerJa yang telah ditetapkan sebagai target capaian kinerja Visi dan

Misi RPJMD pada tahun 20L9. Aftinya dengan membandingkan realisasi

capalan kinerja LKPJ tahun 2019 dengan target indikator Visi, Misi, Tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2oh6-zozr. penyandingan

realisasi dan target tersebut akan secara gamblang menggambarkan
sejauhmana konsistensi pemerintah daerah datam upaya mencapai misi dan



tujuan sefta sasaran daerah setiap tahunnya, dengan asumsi bahwa RKPD

tahun 2019 disusun secara konsisten dengan RPJMD.

Dengan meninjau kembali pada dokumen RPJMD Kabupaten Rembang

2016-2021, Visi Kabupaten Rembang adalah "Terwujudnya Masyarakat

Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber

Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan

Masyarakat Dan Kewirausahaarf', selanjutnya untuk mecapai visi tersebut

telah ditetapkan 7 misi. Berdasar keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan

indikator kinerja, untuk mengukur keberhasilan 7 misi tersebut terdapat 21

Tujuan, 38 sasaran sefta 92 indikator beserta target kinerjanya termasuk

indikator makro dan agregat. Adapun prioitas program pembangunan daerah

pada tahun 2019 ditujukan untuk "Pemberdayaan dan pengembangan SDM

menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif. Pada tahap ini,

pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber

daya manusia dengan membangun pendidikan yang mudah diakses seluruh

masyarakat Kabupaten Rembang dengan penekankan pendidikan karaKer,

mewujudkan insan terdidik yang cerdas, trampil, mandiri, dan berwawasan

kebangsaan. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian

pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten

Rembang. Penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial masyarakatdan

penlngkatan keberdayaan masyarakat Rembang. Sedangkan program prioritas

tahun 20Lg adalah:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan,

b. Peningkatan Derajat Kesahatan Masyarakat,

c. Penurunan Angka Kemiskinan

d. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

e. Perluasan Kesempatan Kerja,

f. KualitaslnfrastruKur,

g. Penruujudan Good Governance,



Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup implementasi E-

government dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

melalui pemanfaatan SIP@NDU, SIM online, Perijinan Online, SIMPELBANG, Si

Harga, e-sakip, website OPD, meningkatkan standar pengukuran kinerja

pegawai, menerapkan penilaian kinerja berbasis online serta memacu inovasi

OPD melalui pemberian reward OPD terinovatif.

Dokumen LKPJ tahun 2019 yang telah dicermati melalui pembahasan

pansus DPRD Kabupaten Rembang, telah menyajikan capaian indikator kinerja

pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPIMD 20L6-2021. Namun

perlu menjadi catatan serius bahwa dokumen LKPI tahun 2019 belum

menyajikan keseluruhan data realisasi capaian indikator kinerja baik indikator

makro (Indeks GinL Indeks Pemberdayaan Gender) maupun indikator kinerja

setiap misi (Nilai SAKIP, pengeluaran konsumsi RT perkapita). Dalam RPJMD

bab V ditentukan bahwa, keberhasilan setiap misi daerah diukur dari capaian

target 84 indikator tujuan/sasaran. Guna mengukur keberhasilan 7 misi

melalui 21 Tujuan, 38 sasaran serta 84 indikator tujuan/sasaran beserta target

kinerjanya. Rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi sebagai

berikut:

Misi Jumlah
1. MewuJudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan,

partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang
amanah

16

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan
' kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan

masvalEkat, serta terjaminnya kelestarian linqkunqan hiduo

T2

3. Meningkatkan investasi sefta mengembangk an pariwisata dan
ekonomi kreatif

6

Melanjutkan pembangunan infrastruKur yang merata dan
berkualitas serta berdimensi kewilayahan.

4. t2

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pandidkan yang
terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penoidikan-
keagamaan.

12

b. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan
mengembangk an budaya lokal serta meningkatkan upaya

4ninistrasi kependud ukan

27



Jumlah

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah
tanqoa berbasis nian dan oerikanan.

Hasil penelusuran dokumen LKPJ 2019, belum seluruh capaian kinerja

dilaporkan dalam dokumen fl-erdapat 3 indikator yang tidak dilaporkan

capaian kinerjanya), secara lengkap sebagai berikut:

o Dari' 84 indikator kinerja tujuan/sasaran yang dilaporkan, terdapat 48

Indikator kinerja tujuan/sasaran yang mencapai/melampaui target dan

sebanyak 33 indikator tujuan/sasaran tidak mencapai target nya, sisanya

sebanyak 3 indikator belum dilaporkan kinerjanya (data not available/na).

o iika indikator yang belum dilaporkan diabaikan, maka, total persentase

indikator yang mencapai target kinerja sebanyak 57%o, artinya ada 43 o/o

indikator yang tidak mencapai target. Rekapitulasi selengkapnya setiap misi

daerah sebagaimana yang ditujukan oleh tabel berikut ini:

Misi/ Tujuan



Misi 3: Meningkatkan investasi serta
mengembangkan pariwisata' dan
ekonomi kreatif

3 3 6, 50o/o

Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan
pariwisata berbasis ekonomi kreatif

2 3 5 40o/o

Meningkatkan investasi dengan
memanfaatkan potensi lokal dan
berwawasan lingkungan

t 1 1000/o

Misi 4: MelanJutkan pgmbangunan
i nfrastruktur ya ng,,merata dan
berkual itas serta berdimensi
kewilayahan

$ 6 L2 50o/o

Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan
dengan Dukungan Infrastruktur Yang
Memadai

1 2 3 33o/o

Meningkatkan pemerataan dan kuaiitas
pembangunan infrastruktur

5 4 9 560/o

Misi 5: Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan
yang terJangkau bagl semua laplsan
masyarakag termasuk pendidikan
keagamaan

5 7 L2 42o/o

Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah
Diakses Seluruh Warga Dengan
Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk
Mewujudkan insan Terdidik Yang Cerdas,
Trampil, Mandiri, dan Benruawasan
Kebanosaan

2 4 6 33o/o

Mengembangkan potensi pemuda dan
prestasi olah raoa

2 2 100o/o

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
yang paripurna dan jaminan kepastian
akses pelayanan kesehatan kepada seluruh
lapisan masyarakat

1 3 4 25o/o

Misi 6l Menclp-tqkan stabilltas politilg'
pemerlntahan, sosial, dan
mengembangkan budaya lokal serta
meni ngkatkan upsls : p€ngendalian
penduduk dan tertib administrasi
kependudukan

L2 9 2L 57o/o

Memberikan fasilitas yang memadai kepada
para pelaku seni agar dapat berekspresi
seluas-luasnya dan berupaya menjaga
segala aspek budaya lokal yang merupakan
warisan berharga dari pendahulu

1 1 100o/o



Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas
politik dan ketenteraman serta ketertiban
masyarakat untuk menjamin keamanan
masyarakat

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat

Meningkatkan pengendalian pertumbuhan
penduduk dan meningkatkan tertib
administrasi kependudukan

Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah
berbasis pertanian dan perikanan

Meningkatkan keberdayaan masyarat,
kesetaraan dan keadilan gender serta
perlindungan anak

Adapun rincian 3 jenis indikator yang belum dilaporkan dalam dokumen LKPJ

2019 adalah sbb:

Data capaian indikator dalam dokumen LKPJ Bupati Rembang Tahun

zOLg, belum tersaji secara lengkap. Kondisi tersebut disamping menyebabkan

kendala dalam penilaian kemajuan capaian Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran

pembangunan daerah secara obyeKif, juga membuat DPRD kesulitan dalam

memberikan rekomendasi serta solusi untuk perbaikan pada tahun-tahun ke

depan. Padahal proses tersebut merupakan salah satu tujuan disampaikannya

LKPJ kepada DPRD. Setelah dilakukan percermatan data realisasi capaian

kinerJa sebagaimana tertuang dalam dokumen LKPJ tahun 2019, point penting

yang perlu digarisbawahi adalah faka bahwa sekitar 43o/o dari keseluruhan

indikator kinerja terkait Visi, Misi, Tujuan sefta Sasaran pembangunan daerah

Indikator Kinerja Daerah Satuan Target
2019

Realisasi
2019

o/o Status

1.N Iai PMPRB 65 Na Belum bisa diukur

2,N lai SAKIP Nilai 64 Na Belum bisa diukur

3. Pengeluaran konsumsi
rumah tanCIqa per kapita

Rp,
(000)

10.250 Na Belum bisa diukur



yang tidak tercapai sesuai targel dengan mengabaikan tiga indikator yang

belum dilaporkan, sepefti disebutkan di atas.

Pada LKPJ tahun 2019 ini ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan

LKPI tahun 2018, karena masih banyak data capaian indikator ekonomi makro

yang tidak lengkap, sedangkan indikator sosial yang dapat disajikan adalah

Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan dan lingkat Pengangguran

Terbuka sebagaimana telah ditargetkan dalam indikator kinerja RPJMD

Kabupaten Rembang 20L6-202, Data-data capaian indikator ekonomi makro

dan sosial sangat krusial bagi penilaian keberhasilan pembangunan daerah,

dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Rembang mempunyai target yang

cukup tinggi dalam penurunan angka kemiskinan, angka peftumbuhan

ekonomi, pengangguran, kesenjangan serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang harus dicapai hingga akhir periode RPJMD 20L6-202L.

Hasil-hasil Pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang sampai dengan tahun

2019 mengalami perlambatan, namun masih tumbuh positif. Hal ini ditandai

dengan:

o Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya, dimana tahun 2018 ekonomi dapat tumbuh 5,89o/o,

sedangkan untuk tahun 2019 ekonomi tumbuh 5,20olo, namun demikian

besaran peftumbuhan ekonomi tersebut masih diatas peftumbuhan

ekonomi rata-rata Nasional (5,02o/o) tapi dibawah rerata Propinsi Jawa

Tengah (5,4Lo/o).

o Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif diatas 5olo ini, maka

masih mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Rembang lebih

membaik setidaknya sampai tahun 2018, yang ditandai dengan

meningkatnya Pendapatan Per Kapita. Sebesar 22,3 juta rupiah pada

tahun 2015 menjadi 27,80 juta rupiah pada tahun 2018. PDRB perkapita

rata-rata dalam setahun tumbuh 7,73o/o. Sayangnya untuk tahun 2019

capaian PDRB perkaplta belum dilaporkan dalam LKPJ.

o Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat (diukur dari gini ratio)

belum diketahui (karena pada bab I dokumen LKPJ 2019 tentang data



umum daerah tidak ada laporan tentang data itu), apakah ketimpangan

pendapatan rendah, sedang atau tinggi. Ini menjadi agenda penting

kebijakan ekonomi pemerintah ke depan untuk melakukan percepatan

penurunan indeks gini, agar terhindar darijebakan ekonomi pertumbuhan

minus pemerataan,

o PDRB tahun 2019 meningkat. Perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Rembang tahun 2019 sebesar Rp 13,6 trilyun lebih besar dari

Tahun 2018 sebesar Rp 12,9 trilyun. Kontribusi terbesar dari seKor

peftanian dan industri pengolahan. Sayang sebagai sektor drrminan tahun

20L9, seKor pertanian pertumbuhannya negative 3,49o/o, artinya para

petani tahun 2019 tidak ikut menikmati atas pertumbuhan ekonomi diatas

5%o tersebut,

o Inflasi tahun 2019 masih dapat ditekan dibawah 3ol0, inflasi tahun 2019

dilaporkan sebesar 2,460/o sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.

o Bagaimana dengan perkembangan investasi daerah sampai dengan 20L9?

Turun, meningkat atau stagnan?. Sayang data perkembangan investasi

daerah tidak di diskripsikan datam Bab I LKPI, sub bab kondisi makro

ekonomi.

Sedangkan hasil pembangunan sosial, beberapa indikator

menunJukkan prestasi yang cukup baik namun belum cukup membanggakan

seperti:

o Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur capaian

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup,

tahun 2019 capaiannya sebesar 7A,15 meningkat dibanding tahun

sebelumnya. Sebagaimana disajikan dalam LKPJ 2019 bahwa,

Perkembangan IPM Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 2016 - 2019

cenderung meningkat walaupun peningkatannya kecil. IPM Kabupaten

Rembang meningkat dari 69,45 pada tahun 2018 menjadi 70,15 pada

tahun 2019. Meskipun selama periode 2015-2019 IPM Kabupaten

Rembang menunjukkan kemajuan walaupun bergerak lambat,



o Status pembangunan manusia Kabupaten Rembang masih stagnan sedang

menurut Konsep Pembangunan Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), dengan angka pencapaian IpM pada kisaran 60,0 sampai 70,9,

o Secara umum capaian IPM Kabupaten Rembang tahun 2016- 2019 masih

di bawah capaian IPM rerata Provinsi Jawa Tengah sebesar 7t,73 dan

Nasional. Dengan capaian IPM Kabupaten rembang tahun 2019 sebesar

70,9 nampaknya target akhir RPJMD tahun 2021 bahwa IpM Kabupaten

Rembang sebesar 59,80 sudah tercapai.

o Angka kemiskinan juga turun namun dengan laju lebih lambat dari tahun

sebelumnya, capaian angka kemiskinan L5,4Lo/o pada tahun 201g turun

menjadi L4,95o/o ditahun 2019 (menurun sebesar 0,460/o dari tahun 2O1B).

Nampaknya peftumbuhan penurunan kemiskinan di tahun 2019 jauh lebih

kecil dibanding tahun 2018, dimana tahun 2018 kemiskinan turun 2,94o/o

dibanding tahun 2017. Artinya tahun 2019 kinerja laju penurunan

kemiskinan Kembali melambat seperti sebelum tahun 2018 (tahun 2013-

2017), sedangkan penurunan kemiskinan yang membanggakan di tahun

2018 turun 2,94o/o.

o f ingkat Pengangguran Terbuka CrPI tahun 2019 sebesar z,B7o/o,

mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Dari data yang ada

nampaknya TPT Kabupaten Rembang selama 3 tahun terakhir (2016 -
2019) terus menurun dari 4,51 di tahun 2016 menjadi 2,87 di tahun 2019.

Hal ini tentu patut diapresiasi,

Data yang belum dapat ditampilkan pada LKPJ tahun 2019 ini adalah

progres capaian kinerja kualitas birokrasi yang ditunjukkan dengan Indeks

Reformasi Birokrasi (IRB) dan progres capaian kinerja pelayanan publik yang

ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Oleh karena itu

diharapkan agar kedua indikator di atas menjadi bagian yang rutin dilaporkan

dalam LKPJ setiap tahun, sehingga perkembangan kualitas pelayanan publik

dapat di kontrol kualitasnya oleh masyarakat melalui DPRD.

Dari data yang dapat tersaji di atas, terlihat bahwa kendala dalam

menyaJikan data dan informasi kinerja secara tepat waktu sefta akurat belum



c.

menjadi kesadaran koleKif bagi semua pihak karena faKanya masih berulang

dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu kepada pihak-pihak terkait di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih meningkatkan

kompetensi, koordinasi dan kerjasama dalam fungsi pengendalian, evaluasi

serta pengelolaan data statistik. Mulai membiasakan mengambil kebijakan

berdasarkan fakta, berdasarkan data, Evidence Based Policy. Pemerintah

Kabupaten Rembang agar memastikan bahwa pada tahun selanjutnya data

dan informasi yang disajikan lebih lengkap, jelas dan akural sehingga proses

evaluasi dan pemberian rekomrendasi dapat berjalan lebih efektili, Demikian

pula terhadap persoalan fundamental yang perlu selalu dibenahi adalah

tahapan proses perumusan rencana kerja pemerintah daerah, guna

mempertajam dan memastikan bahwa output kegiatan serta outcome

program secara konsisten selalu berorientasi pada pencapaian indikator kinerja

pembangunan daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 20L6-202L.

PENGELOI.AAN KEUANGAN DAERAH

Laporan keuangan daerah dalam dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun

2019, memaparkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 kurang

dari target sebesar Rp.49,5M lebih atau ter-realisai hanya sebesar 97,4o/o dari

target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019. Sementara

realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.75,7M lebih atau ter-

realisasi 96,00/o dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran

daerah di tahun 2019. APBD tahun 2019 setelah perubahan semula diproyeksi

Defisit (Rp.68,BM) pada Realisasinya defisit berkurang tinggal sebesar

(Rp.4t,6M). Pembiayaan netto pada APBD setelah Perubahan tahun 20Lg

dilaporkan sebesar Rp. 8t.746.739.616,- SILPA tahun 2019 unaudited

(indikatif) dalam dokumen LKPJ 2019 dilaporkan sebesar Rp.40,14 M

proporsinya2,Lo/o dari dana tersedia, secara nominal menurun dibanding silpa

tahun 2018 proporsinya turun mendekati batas normal 5olo. Dari data yang

tersedia nampaknya penurunan silpa tahun berjalan 2019 yang cukup drastis



dibanding tahun sebelumnya ini, lebih besar disebabkan oleh karena

penurunan kinerja pendapatan daerah, dimana realisasi pendapatan tahun

2019 tidak mencapai target atau terealisasi ebesar 9Z4o/o dari target pada

APBD perubahan 2019. Sedangkan kinerja belanja daerah, tingkat serapannya

cukup tinggi diatas 950/0. Silpa tahun 2019 sudah dilaporkan dalam LKPJ 2019

namun belum cukup jelas kategorinya, berapa sisa lebih anggaran yang sudah

terikat penggunaannya dan berapa yang belum terikat penggunaannya.

1. Kinerja Pendapatan Daerah tahun 2019

Dari Pendapatan Rp. L.87L.420.964.07L,- yang ditargetkan dalam

APBD Perubahan 2019 terealisasi sebesar Rp, 1.82i.899.884.311,-.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2019 ini kurang

dari target sebesar Rp. a9.52L.079.760,- atau hanya terealisasi sebesar

97,35o/o dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan

2019, persentase capaian ini berafti lebih tinggi dari realisasi pendapatan

tahun sebelumnya yang sebesar 96,430/o. Namun demikian ternyata selama

4 (empaQ tahun berturut turut (2016-2019) realisasi pendapatan daerah

Kabupaten Rembang tidak pernah memenuhi target. Artinya kinerja

pendapatan daerah sampai tahun 2019 masih stagnan, konsisten tidak

mencapai target. Peftumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016

sebesar L0,5o/o, tahun 2AL7 tumbuh sebesar l},Lo/o, dan pertumbuhannya

terus menurun, demikian juga untuk tahun 2019 pendapatan daerah hanya

tumbuh 2,0o/o mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada

tahun 2018 pendapatan tumbuh 3,7o/o, sedangkan pada tahun 2019

pendapatan daerah hanya dapat tumbuh 2,0o/o.

Sedangkan untuk PAD tahun 2015 tumbuh sebesar L6,5o/o, tahun

2017 tumbuh sebesar 6,9o/o. Pada tahun 2019 juga tidak memenuhi target,

realisasinya 99,3olo atau tumbuh hanya sebesar 4,0o/o dari tahun

sebelumnya, padahal tahun 2018 PAD melampaui target atau terrealisasi

sebesar L00,43o/o atau tumbuh sebesar 18,5o/o dari tahun sebelumnya.

Artinya kinerja PAD tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun



2018, sehingga peftumbuhan PAD juga menurun dimana tahun 20rg pAD

hanya tumbuh 4%o, sedangkan pada tahun 2018 PAD tumbuh l8,S%o.

Pada tahun 2019 kelompok Pendapatan Asli Daerah (pAD) dari

pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain

lain pendapatan asli daerah yang sah memenuhi/melampaui target

sedangkan retribusi tidak memenuhi target, hanya tercapai sebesar l\,gl
o/o. Belajar dari ketidakercapaian realisasi tersebut, patut dipertanyakan

kembali sejauhmana keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan

pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah agar

melakukan pembenahan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan pAD

dan mengurangi kebocoran sumber PAD. pada kelompok dana

perimbangan dari jenis dana transfer umum maupun dana transfer khusus

tidak memenuhi target. Pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah juga

tidak memenuhi target kecuali pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari

provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan

otonomi khusus.

Kinerja PAD tahun 2019 yang mengalami penurunan tersebut,

hendaknya harus diakselerasi kembali agar kedepan dapat ditingkatkan

kinerjanya lebih baik lagi. untuk itu kebijakan pendapatan khususnya

kebijakan PAD tahun 2019 yang prospektif mampu meningkatkan

pendapatan asli daerah agar dipacu kembali, tentu setelah dievaluasi

masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya, kebijakan yang bersifat

konvensional harus segera di gantikan dengan yang lebih inovatif seperti

pemanfaatan fT penggunaan data base, penggunaan alat pantau

pendapatan pada obyek pajak atau retribusi, penegakan hukum, Reward &

Punishmenf pada pengelolaan PAD, dengan demikian harapannya kinerja

PAD tahun 2019 dan berikutnya akan lebih progresif.

Seperti mengulang narasi LKPJ tahun sebelumnya, laporan dalam

LKPJ tahun 2019 tidak menyajikan keterangan/penjelasan herbagai jenis
pendapatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target. sebagai bentuk

peftangungjawaban hendaknya berbagai capaian jenis pendapatan baik



yang memenuhi/melampaui maupun yang kurang dari target disertai

dengan penjelasan mengenai penyebab mengapa berbagai obyek

pendapatan tersebut memenuhi/melampaui dan tidak memenuhi target.

FaKor-faktor penyebab, pendorong dan penghambat keberhasilan dan

ketidak berhasilan realisasi pendapatan daerah penting untuk di sampaikan

dalam dokumen LKPJ secara transparan dengan informasi dan data yang

layak dipercaya, agar Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dapat

mengambil pelajaran penting dari keberhasilan dan kegagalan tersebut,

Jika tidak ada penjelasan tercebut maka LKPI hanyalah sebatas laporan

ketera n ga n ta n pa pefta n gg u n gjawaba n.

Upaya lainnya, disamping meningkatkan kualitas kebijakan

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di

implementasikan, diperlukan terobosan kebijakan yang cukup kreatif. Dari

struktur alokasi pembiayaan tahun 2019 dan juga APBD tahun 2020

tampak bahwa, Pemerintah Kabupaten Rembang selama ini masih sangat

konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, untuk

membangun daerahnya hanya mengandalkan dana yang di dapat dari

sumber PAD dan dana perimbangan baik pusat maupun transfer dari

provinsi saja, belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan

lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan

aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta (KPS),

CSR dll. Sudah seharusnya pada masa yang akan datang pengelolaan

pembiayaan pembangunan daerah, utamanya untuk pemenuhan

percepatan infrastruKur dasar publik dan peningkatan kualitas pelayanan

dasar, serta penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah menempuh

cara yang lebih progresif dengan memanfaatkan salah satunya instrument

misalnya penerbitan obligasi daerah, namun tentu saja dengan

perhitungan yang sangat cermat.

2. Kinerja Belanja Daerah tahun 2019

Kinerja belanja daerah meningkat dibanding tahun sebelumnya.



Jika belanja daerah tahun 2018 terrealisasi sebesar 92,630/o dari alokasi,

maka pada tahun 2019 realisasi belanja daerah bisa diatas 950/o, atau

terrealiasasi sebesar 96,040/o dari alokasi, dengan demikian sisa belanja

daerah yang tidak terserap menjadi turun dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 sisa belanja tidakterserap sebesar Rp.141 M lebih, pada

tahun 2019 sisa belanja hanya sebesar Rp.76,7 M lebih. Demikian juga

pertumbuhannya jika tahun 2018 belanja tumbuh minus 0,87o, untuk tahun

2019 belanja daerah dapat tumbuh 2,7o/o. Dengan semakin mendekati

ujung (akhi| masa RPJMD 2016-2021, volume belanja daerah untuk

pembangunan seharusnya meningkat untuk percepatan pembangunan,

guna memenuhi target akhir RPJMD. Namun nampaknya pertumbuhan

belanja daerah antara 2A17 - 2019 trennya fluktuatif semakin menLtrun,

besaran pertumbuhan belanja hampir sama dengan tingkat inflasi tahun

2019 yang dilaporkan sebesar 2,4yo.

Berkaitan dengan semakin menurunnya pertumbuhan belanja

daerah di tahun tahapan hampir akhir RPJMD, tentu hal ini harus menjadi

perhatian yag serius dari pemerintah Kabupaten Rembang, apa yang

menjadi penyebab dan kendalanya, mengingat tahun sekarang (tahun

2020 dan tahun 202L) merupakan tahun akhir periode RPJMD 2016 -
202t. Lazimnya merupakan tahun pemantapan untuk terwujudnya visi dan

misi daerah. Tentu diperlukan semangat dan strategi baru agar seluruh

OPD dapat memanfaatkan sumber daya pembangunan (dana APBD)

dengan maksimal. Nampaknya masih diperlukan kerja keras dari

pemerintahan Kabupaten Rembang agar serapan anggaran tahun yang

akan datang lebih baik lagi (tingkat serapannya lebih progresif tetap diatas

95% dari alokasi). Dengan demikian seluruh dana yang tersedia dapat

maksimal dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD 2016-2AZL.

Sisa belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung yang

dipergunakan untuk gaji, tunjangan PNS, Bupati Wabup dan DPRD masih

diatas besaran akress 2,5 o/o, atau terealisasi 95,04olo atau tersisa 3,960/o



dari alokasi, jika administrasinya baik dan perencanaannya akurat

seharusnya realisasi gaji dan tunjangan PNS sisanya tidak melebihi

besaran akresnya. Proporsi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak

langsung (Gaji dan tunjangan PNS) tahun 2019 sedikit menurun dibanding

tahun 2018, yaitu sebesar 60,26 o/o dari total belanja daerah, meskipun

ada penurunan dari 61 0/o padd tahun 2018, namun artinya keuangan

daerah Kabupaten Rembang tahun 2019 masih terbebani oleh kebutuhan

belanja pegawai. Hal ini tentu patut dievaluasi kembali, karena dengan

besaran belanja pegawai yang melebihi 50 o/o akan mengurangi ruang

fiskal daerah, ruang fiskal yang semakin menyusut menunjukan kapasitas

menyediakan belanja untuk pembangunan (belanja program/kegiatan)

berkurang.

Realisasi belanja langsung tahun 2019 sebesar

Rp.740.553.808.665,- dari alokasi Rp. 793.313.563.355,- atau terrealisasi

sebesar Rp. 93,35o/o, Tingkat realisasi belanja langsung ini sudah cukup

baik namun demikian masih diperlukan kerja keras agar tingkat

realisasinya dapat mencapai > 950/o (minimal lebih besar sama dengan

95o/o dari alokasi) dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang

direncanakan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Oleh karena itu, pemerintah daerah

harus meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengawasan.Selain itu,

perlu juga peningkatan kapasitas, motivasi, dan kinerja perangkat daerah

agar pengimplementasian rencana program dan kegiatan dapat lebih

maksimal.

Hal yang pantas untuk diperhatikan adalah bahwa pada realisasi

belanja daerah Rembang di tahun 2019 struktur belanja langsung tidak

menunjukkan upaya yang cukup produktif untuk pembangunan daerah.

Hasil kajian data realisasi APBD 2014-2018 mengungkapkan bahwa pada

tahun 2019 belanja modal menurun proporsi alokasinya dibandingkan

dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 309.448.505.895,-

menjadi hanya Rp. 207.07L.429.379,- atau turun sebesar 49,44o/o di tahun



2019. Pada tahun 2019 belanja barang dan jasa justru mengalami

kenaikan alokasi dari sebesar Rp. 263,637,636,747,20 pada tahun 2018

menjadi sebesar Rp. 331.30545t674,L4 pada tahun 2019 atau naik

sebesar 25,670/o. Kebijakan belanja daerah ini tidak mendukung pada

upaya untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat

penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar pubtik dan pembentukan aset

daerah agar cepat meningkat, Untuk itu disarankan agar, kebijakan

belanja langsung yang cukup produKif agar dapat memacu penyediaan

infrastruKur daerah dan pembentukan asset daerah dapat lebih

ditingkatkan.

Dari pos belanja langsung terdapat data yang agak unik, yaitu

besaran belanja pegawai pada belanja langsung ternyata realisasinya

melebihi anggaran setelah perubahan Belanja pegawai pada belanja

langsung dianggarakan sebesar Rp. 194.093.756.930,- terrealisasi sebesar

Rp.202. L76.927.6L3,- atau 104 o/o, aftinya ada 4o/o atau

Rp.8.083.170.683,- pelampauan anggaran belanja pegawai pada belanja

langsung. Sayangnya dokumen LKPJ tidak menyajikan penyebab belum

maksimalnya realisasi belanja langsung tahun 2019 ini, serta tidak

memberikan penjelasan terhadap pelampauan belanja pegawai pada

belanja langsung.

Untuk itu diperlukan penjelasan lebih rinci agar dapat diketahui

masalah yang masih menjadi hambatan, sebagai dasar untuk peningkatan

serapan belanja langsung pada masa yang akan datang, hal ini penting

karena tahun 2019 merupakan tahun ujung akhir RPJMD 2016-2021 yang

artinya tahun percepatan menuju pemantapan pembangunan mewujudkan

Visi dan Misi daerah yang tentunya memerlukan pendanaan yang lebih

besar untuk pemantapan program dan kegiatan. Sekaligus tentu saja

penjelasan mengapa belanja pegawai pada belanja langsung melampaui

anggaran dan mengapa terjadi pergeseran dari belanJa modal ke belanja

barang dan jasa yang tidak mendukung percepatan pembangunan

infrastruktur dan peningkatan asset daerah.



D. PENYETENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

1. Urusan Wajib

Dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan

Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan

anggarannya mencapai 92,13o/o. Namun demikian masih ada beberapa

urusan yang realisasi penyerapan anggarannya masih di bawah 90o/o,

yakni bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman (B4olo).

Sementara itu, dari 25 indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada

urusan wajib pelayanan dasar, ada 11 yang berhasil mencapai target,

13 tidak berhasil mencapai target, dan 1 tidak tersedia informasinya.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintah

daerah pada urusan wajib pelayanan dasar masih belum memuaskan

karena indikator kinerja yang tercapai masih di bawah 50o/o.

Sedangkan dari 18 bidang urusan wajib non pelayanan dasar

yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata

realisasi penyerapan anggarannya mencapai 95,5o/o. Namun demikian

masih ada beberapa urusan yang realisasi penyerapan anggarannya

masih cukup rendah, yakni urusan pertanahan (79,3Lo/o), pengendalian

penduduk dan keluarga berencana (82,15o/o), dan persandian

(89,180/o). Sementara itu, dari 34 indikator kinerja yang sudah

ditetapkan, ada 18 yang berhasil mencapai target, 11 tidak berhasil

mencapai target, dan 5 tidak tersedia informasinya. Data tersebut

menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintah daerah pada

urusan wajib non pelayanan dasar masih betum memuaskan.

Secara umum, tidak optimalnya penyerapan anggaran pada

urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan

dasar sangat mungkin disebabkan karena konsep perencanaan yang

kurang matang, jelas dan terukur, sehingga memunculkan kesenjangan

antara target yang direncanakan dengan realitas kebutuhan sefta



kemampuan untuk merealisasikannya. Penyebab lain yang mungkin

terjadi adalah karena lemahnya upaya controlling yang dilakukan top

level dan middle level manager dari OPD terkait. Oleh karena itu,

perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya perlu

menggunakan prinsip manajemen strategis, sehingga program dan

kegiatan yang dianggarkan sejalan dengan sasaran yang telah

ditetapkan di RPJMD dan sumber daya yang dimiliki. Lebih jauh, OPD

terkait dapat menggunakan sistem pengawasan berbasis sistem

informasi agar kemajuan pelaksanaan dapat dipantau secara real

time dan mudah, sehingga dapat dilakukan proses perbaikan sejak

dini. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran pada urusan

urusan wajib secara umum pada Tahun Anggaran 2018 juga sangat

mungkin disebabkan kurangnya kapasitas top level manager pada

OPD-OPD terkait. Oleh karena itu, perlu dipeftimbangkan secara

serius untuk melakukan job rotation pada posisi top level manager

khususnya pada OPD-OPD strategis dan menggunakan proses seleksi

yang objektif sehingga kapasitas top level manager di OPD-OPD yang

strategis memenuhi prinsip ight man on the right place.

o. Pendidikan

Urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendldikan,

Pemuda dan Olahraga pada tahun 20Lg mendapat alokasi anggaran

belanja sebesar Rp.565.557.964.386,- dengan tingkat serapan

anggaran sebesar 97o/o. Namun demikan dengan tingkatan serapan

angggaran yang tinggi tersebut belum dapat mencapai indikator

kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Dari 6 indikator urusan

pendidikan hanya 2 indikator yang dapat dicapai, yaitu APK PAUD

(umur 3-6 tahun) dan persentase sekolah yang menerapkan

pendidikan karaKer dan wawasan kebangsaan secara baik. Aftinya

tingkat pencapaian pencapaian indikator kinerjanya hanya sebesar

33o/o, sedangkan 4 indikator belum bisa dicapai. Empat indikator



urusan pendidikan yang tidak tercapai adalah APK PAUD (urnur 3-6

tahun), Angka Partisipasi Sekolah (umur 7-t2 tahun), Angka

Paftisipasi sekolah (urnur13-15 tahun), Rata Rata Lama sekolah dan

Angka Harapan Lama Sekolah.

Tingkat serapan yang tinggi pada urusan pendidikan dengan

pencapaian target indikator yang rendah yakni pada angka 33o/o

dapat dimaknai bahwa perumusan atau pelaksanaan kegiatan-

kegiatan belum ditujukan pada indikator-indikator yang telah

ditetapkan pada RKPD 2019 yang merupakan penjabaran dari

RPJMD. Terlebih, 4 indikator tersebut merupakan indicator sukses

pendidikan dasar 15 tahun yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Indikator APS (Angka Partisipasi Sekolah) Umur 7-12 th yang

teralisasi sebesar 95,38o/o mempunyai afti bahwa terdapat 3,60/o

anak usia 7-tZ di Kabupaten Rembang belum meniknmati

pendidikan sekolah dasar dan lembaga pendidikan sekolah dasar di

Kabupaten Rembang belum diminati oleh penduduk dari luar

Kabupaten Rembang. Demikian pula indikator APS (Angka Paftisipasi

Sekolah) umur 13-th terrelaisasi sebesar 92,48o/o mempunyai arti

bahwa anak usia 13-14 tahun di Kabupaten Rembang yang belum

menikmati pendidikan SMP sebesar 6,80/o dan lembaga pendidikan

SMP di Kabupaten Rembang belum diminati oleh penduduk luar

Kabupaten Rembang. Kedua indikator tersebut berimplikasi pada

rendahnya pencapaian indikator Rata Rata Lama Sekolah dan Angka

Harapan Lama Sekolah.

Kinerja urusan pendidikan sampai pada tahun 2019 belum menjawab

secara tuntas permasalahan pembangunan daerah yang teftuang

dalam RPJMD 2016-2021. Dari hasil capaian indicator yang

ditetapkan dalam RKPD 2019 terdapat kecenderungan penurunan

dari realisasi indicator pada tahun 2015. Disisi lain berapa indicator

yang terungkap dalam permasalahan pembangunan daerah belum

dapat diukur dengan baik karena indicator-indikator terrsebut tidak
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ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD serta tidak dilaporkan dalam

LKPJ 2019.

Oleh karena itu direkomendasikan agar perencanaan dan

pelaksanaan angggaran urusan pendidikan dapat dirumuskan dan

dilaksanakan guna pencapaian indikator-indikator urusan pendidikan

yang belum tercapai.

Kesehatan

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan

BLUD RSUD mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.296.098.987.539,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar

1030/0. Pelampauan anggaran ini tanpa ada penjelasan Dengan

tingkatan serapan angggaran yang tinggi tersebut belum dapat

mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Dari 4

indikator urusan kesehatan hanya 1 indikator yang dapat dicapai

atau dengan tingkat pencapaian sebesar 25o/o, sedangkan 3 indikator

belum bisa dicapai.

Tingkat serapan yang tinggi pada urusan kesehatan dengan

pencapaian target indikator yang rendah yakni pada angka 25o/o

dapat dimaknai bahwa perumusan atau pelaksanaan kegiatan-

kegiatan belum ditujukan pada indikator-indikator yang telah

ditetapkan pada RKPD 20Lg yang merupakan penjabaran dari

RPJMD. Ketiga indikator yang tidak tercapai tersebut (AKI, AKB dan

AKABA) berhubungan dengan pencapaian indikator SPM Kesehatan.

Untuk itu direkomendasikan agar perencanaan dan pelaksanaan

angggaran urusan kesehatan dapat dirumuskan dan dilaksanakan

untuk pencapaian indikator-indikator belum tercapai.

Kinerja urusan kesehatan sampai pada tahun 2019 belum menjawab

secara tuntas permasalahan pembangunan daerah yang tertuang

dalam RPJMD 2OL6-2OZL Dari hasil capaian indikator yang

ditetapkan dalam RKPD 2019 terdapat kecenderungan penurunan



dari realisasi indicator pada tahun 2015. Disisi lain berapa indikator

yang terungkap dalam permaslahan pembangunan daerah belum

dapat diukur dengan baik karena indikator-indikator terrsebut tidak

ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD serta tidak dilaporkan dalam

LKPJ 2019.

Pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan program

pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan

kesehatan terhadap ibu dan anak serta balita. Pemerintah daerah

nrelalui OPD terkait agar meningkatkan perhatian terhadap kualitas

dan kontinyuitas pelayanan petugas kesehatan untuk memantau

faktor-faKor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan

sefta memastikan bahwa segala bentuk komplikasi dapat terdeteksi

secara dini, dan ditangani dengan baik. OPD terkait juga perlu

memastikan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses

persalinan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan alat-alat

kesehatan untuk mendukung persalinan yang aman. Lebih jauh, OPD

terkait harus memastikan bahwa perawatan pasca-persalinan

diberikan kepada ibu dan bayi, seperti bantuan terkait cara

menyusui, layanan keluarga berencana, sefta mengamati tanda-

tanda bahaya yang terlihat pada ibu dan anak.

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk mendukung Urusan Pekerjaan Umum

Penataan Ruang yang dilaKanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sebesar Rp L12.700.393.7t9,- dengan tingkat

serapan anggaran sebesar B3o/o, terdiri atas 15 program, 50

kegiatan. Dari kinerja anggaran tersebut dapat tercapai target

indikator sebesar 600/o atau target indikator yang tercapai sebesar 3

indikator yaitu persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan

dalam kondisi baik, persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau),

persentase akses irigasi dalam kondisi baik. Sedangkan indikator
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yang belum berhasil dicapai sebesar 2 indikator yaitu persentase

aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik sefta jumtah

pusat peftumbuhan baru dengan infrastrukur memadai. Dari

gambaran tersebut, ketidaKercapaian dua indikator tersebut dapat

disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan penganggaran.

Tingkat serapan yang rendah atau tidak maksimal menjadi indikasi

tidak dapat dicapainya indikator urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang, untuk itu direkomendasikan agar Dinas pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang untuk dapat meningkatkan penyerapan

anggaran agar dapat mencapai target indikator yang telah

ditetapkan. Dokumen LKPJ tahun 2019 telah melaporkan tercapainya

hampir keseluruhan target indikator kinerja terkecuali indikator

persentase cakupan air baku. Namun demikian akurasi data capaian

perlu divalidasi kembali mengingat kondisi infastruhur di lapangan

belum mecerminkan ketercapaian indikator kinerja yang dilaporkan.

Perumahan Ralcyat Dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 17.894.681.819, - dengan

tingkat serapan anggaran sebesar 760/o. Dengan kinerja anggaran

tersebut, dapat dicapai target indikator sebesar 40o/o dari 5 indikator

yang ditetapkan atau dengan target indikator yang tercapai sebesar

2 indikator (Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak

dan persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani)

dan indikator yang belum berhasil dicapai sebanyak 3 indikator

(Persentase Luas Kawasan Kumuh, Persentase rumah tangga yang

mampu mengakses air minum dan Persentase cakupan air baku).

Dari gambaran tersebut, ketidaktercapaian indikator tersebut dapat

disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan penganggaran.



f.

Keteftiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Keteftiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja,

Kantor Kesbangpollinmas dan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 20.139.003.442 ,-

dengan tingkat serapan anggaran sebesar 95o/o. Dengan kinerja

anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 75o/o dari 4

indikator yang ditetapkan atau dengan target indikator yang tercapai

sebesar 3 indikator dan indikator yang belum berhasil dicapai

sebesar 1 indikator, yaitu Rasio Linmas per lumlah

10.000 Penduduk. Dari gambaran tersebut, ketidaktercapaian

indikator tersebut dapat disebabkan karena tidak maksimalnya

penyerapan penganggaran.

Atas pencapaian kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat patut diapresiasi dan dapat

meningkatkan kinerjanya sampai tercapai 100o/o dari indikator-

indikator yang ditetapkan RKPD. Sedangkan terdapat 3 indikator

yang belum bisa diukur yakni indikator paftisipasi pemilih baik dalam

pemilu dan pilkada karena indikator tersebut merupakan indikator

lima tahunan untuk itu disarankan untuk indikator tersebut tidak

ditetapkan lagi pada RKPD.

Pemerintah daerah seharusnya lebih meningkatkan upaya

pencapaian indikator kinerja urusan keteftiban umum dan

perllndungan masyarakat menglngat ketertiban umum merupakan

salah satu aspek daya salng daerah. OPD terkait agar melakukan

rekrutmen dan seleksi linmas berdasarkan kebutuhan.

Sosial

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai anggaran belanja

sebesar Rp 8.634. L52.073, - dengan tingkat serapan anggaran
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sebesar 94o/o. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target

indikator sebesar 1000/o dari 1 indikator yang ditetapkan. Indikator

tersebut adalah Persentase PMKS yang ditangani yang tercapai

sebesar 1500/o dari target yang ditetapkan untuk penangan PMKS

sebesar 600/o, dari PMKS yang ada di Kabupaten Rembang. Prestasi

yang cukup membanggakan karena lebih besar 90o/o lang dapat

ditangani PMKS yang ada di Kabupaten Rembang dari target yang

hanya 600/0.

Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai

anggaran belanja sebesar Rp 8,684.045.281, - dengan tingkat

serapan anggaran sebesar 960/o. Dengan kinerja anggaran tersebut

dapat dicapai target indikator sebesar 100o/o dari 1 indikator.

indikator tersebut adalah tingkat penngangguran terbuka yang

ditargetkan sebesar 4o/o, padd akhir tahun 2019 angkanya sebesar

3,690/o,11ngkat capaian ini, dari sisi angka perlu diapresiasi.

Dokumen LKPI 2019 melaporkan capaian indikator kineq'a TPT

sebagaimana telah ditetapkan dalam RPIMD telah melampau target.

Namun apabila digali informasi lebih mendalam data

ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang, persentase penyerapan

tenaga kerja terbesar tahun 2019 adalah buruh yang notabene

masih perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.1.770.000.000,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar

99,630/o. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target

indikator sebesar 50o/o dari 4 indikator yang ditetapkan. Aftinya ada

h.
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dua target indikator yang tercapai (Rasio KDRT dan Cakupan

Pemenuhan Hak Anak ) dan indikator yang belum berhasil dicapai

sebanyak 2 indikator (Cakupan desa ramah anak dan Persentase

perempuan yang mendudukijabatan di lembaga pemerintah).

Pangan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang Pangan pada

Tahun 2019 sebesar Rp L.287.454.L73, - dengan realisasi keuangan

Rp. 1.278,184.503,- atau terserap sebesar 99,28o/o yang dilaksanakan

melalui B program. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Rembang tahun 20L6-2021 pada urusan pangan adalah

skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Ketersediaan Energi dan

Protein Perkapita. Dokumen LKPJ tahun 2019 melaporkan capaian

indikator kiner7a RPJMD untuk urusan pangan tersebut sudah

tercapai 100 %o sesuai target tahun 2019.

Peftanahan

Urusan Peftanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.130,000.000,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 88,8o/o.

Dengan kinerja anggaran tersebut, 1 target indikator yang

ditetapkan, yaitu persentase luas lahan bersertifikat tidak dapat

tercapai.

Ketidaktercapaian target indicator terebut dalam LKPJ 2019 memberi

keterangan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Rembang

belum bersertifikat dan masih banyak pemanfaatan dan penggunaan

tanah yang belum sesuai dengan peruntukannya. Solusinya perlu

dilakukan fasilitasi kemudahan daiam proses sertifikasi dan

pengendalian terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah

masyarakat

Lingkungan Hidup

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Urusan Lingkungan

k.
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Hidup pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.731.555.92t,- dengan

realisasi keuangan Rp. 16.118.466.182,- atau terserap sebesar

96,34o/o yang dilaksanakan melalui 13 program. Indikator kinerja

yang ditetapkan dalam RPIMD Kabupaten Rembang 70L6'2021

untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan

hidup adalah persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta

indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Capaian indikator kineria

penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang disaiikan dalam

LKPJ tahun 2019 menuniukkan belum tercapainya target kedua

indikator kinerja tercebut pada tahun 2019. Pemerintah daerah

perlu terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan

melakukan penindakan tegas bagi pihak-pihak yang merusak

lingkungan.

Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

dilaksanakan oleh DinasDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 6.433.930.338, - dengan

tingkat serapan anggaran sebesar 96,70/o. Dengan kinerja anggaran

tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 1000/o dari 2

indikator. Indikator tersebut adalah Persentase penduduk ber-KTP

dan Persentase bayi bdr-aKe kelahiran. nngkat capaian ini perlu

diapresiasi, dipertahankan dan ditingkatkan.

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai anggaran

belanja sebesar Rp 8.861.585.809,- dengan tingkat serapan

anggaran sebesar 98,5ol0. Dialokasikan untuk 14 program dan 63

kegiatan. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target

indikator sebesar 50o/o atau 1 indikator yaitu Posyandu aktif, dari 2

lndikator yang ditetapkan. Sedangkan indikator persentase swadaya



masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat tidak

tercapai.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.7.696.190.000, - terdiri dari 7 program dan 39 kegiatan dengan

tingkat serapan anggaran sebesar 9t,22o/o. Dengan kinerja

anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 600/o, dari

5 indikator yang ditetapkan atau indikator yang tercapai sebanyak 3

indikator, yaitu cakupan persefta KB aktif, persentase Droup Out

(DO) Keluarga Berencana dan cakupan PUS pesera KB anggota Bina

Keluarga Balita (BKB). Sedangkan dua indikator yang tidak tercapai

adalah cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi (Unmeet Need) dan angka pemakaian kontrasepsi/CPR

bagi perempuan menikah usia 15-49. Pemerintah daerah agar lebih

intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena

keengganan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi/CPR

banyak terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan.

Perhubungan

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 20.942.463.436, - dengan

tingkat serapan anggaran sebesar 960/o. Dengan kinerja anggaran

tersebut, dari dua indikator kinerja, hanya satu indikator yang

tercapai (50 0/o), yaitu persentase angkutan umum yang laik jalan,

tercapai sebesar 100,95 o/o. Sedangkan indikator persentase

ketersediaan angkutan pedesaan hanya tercapai 88,63 o/0. Tingkat

capaian ini perlu ditingkatkan agar kedua indikator dapat dicapai 100

o/o.



p. Komunikasi Dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp 7.892.507.728, - untuk membiayai 48 kegiatan, dengan tingkat

serapan anggaran sebesar 95,8ol0. Dengan kinerja anggaran tersebut

dapat dicapai target indikator sebesar 670/o dari 3 indikator yang

ditetapkan. Artinya hanya dua indikator yang tercapai 100 0/o yaitu

persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan dan

persentase Perangkat Daerah telah memiliki website aktif.

Sedangkan satu indikator yaitu Skor PeGi (pemeringkatan E

Govermen$, tidak tercapai 100 o/o.

Ketidaktercapaian skor PeGi sudah dua tahun befturut turut, yaitu

tahun 2018 dan 2019. oleh karena itu hendaknya menjadi perhatian

lebih serius bagi pemerintah daerah untuk mendorong implemetasi

e-government baik dari dimensi kebijakan, kelembagaan,

infrastruKur, aplikasi, dan perencanaan. Upaya ini menjadi sangat

penting mengingat salah satu sasaran pembangunan Kabupaten

Rembang dalam misi pertama RPJMD adalah mewujudkan e-

government.

Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh

Dinindagkop UKM mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.13.965.337,890, - dengan tingkat serapan anggaran sebesar

96,42 o/0. Dengan kinerja anggaran tersebut, dari target tiga kinerja

hanya dapat dicapai satu target indikator atau sebesar 33olo. Satu

indikator yang mencapai target adalah persentase KSP/USP dan

koperasi sehat. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu presentase

koperasi akif dan rasio UMKM terhadap jumlah penduduk tidak

tercapai.

q.
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Indikator rasio UMKM terhadap jumlah penduduk adalah ukuran

yang sangat penting dalam menilai terwujudnya diksi kewirausahaan

dalam visi pembangunan Kabupaten Rembang.

Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjamempunyai

anggaran belanja sebesar Rp 1.107.720.000, - dengan tingkat

serapan anggaran sebesar 83,110/o. Dengan kinerja anggaran

tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100o/o dari satu

indikator, yaitu trealisasi investasi PMA dan PMDN. Tingkat capaian

ini perlu diapresiasi, dipeftahankan dan ditingkatkan.

Dokumen LKPJ tahun 2019 melaporkan capaian indikator kinerja

urusan penanaman modal yaitu total realisasi investasi penanaman

modal mencapai Rp. 8,029 Triliun yang berarti telah melampaui

angka target RPJMD sebesar Rp. 4,559 Triliun,

Kepemudaan Dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai anggaran belanja

sebesar Rp 2.990,950.000,- dialokasikan untuk tiga program dan 30

kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98,Zc/o. Dengan

kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar

100o/o dari 2 indikator. Indikator tersebut adalah jumlah medali

yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan

nasional, dan persentase organisasi kepemudaan yang dibina.

Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

Statistik

Urusan Statistlk yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatlka mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 125.000.000,-

dialokasikan untuk dua kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran

sebesar 78,5o/o. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai

t.
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target indikator sebesar 1000/o dari 1 indikator. Indikator tersebut

adalah persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan

Pembangunan. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan

dipertahankan.

Namun dengan melihat kondisi faKual terkait ketersediaan data

statistik sepefti pada penyampaian dokumen LKPJ tahun 2019 ini

tentu saja masih disangsikan akurasi ketercapaian indikator kinerja

tersebut. Pemerintah daerah perlu lebih keras membenahi

manajemen data statistik mengingat pentingnya kemanfaatan sefta

akurasi data dan informasi statistik dalam perencanaan kebijakan

pembangunan daerah.

Persandian

Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 25.000.000,-

dengan tingkat serapan anggaran sebesar 73,7o/o. Dengan kinerja

anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari

1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase SuraVsantel Yang

dikelola, Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipeftahankan.

Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 5.098.552.865,-

untuk 34 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98,8olo.

Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator

sebesar 100o/o dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikarr. Tingkat

capaian ini perlu diapresiasi, dipertahankan dan ditingkatkan.

LKPJ tahun 2019 melaporkan capaian kinerja urusan Kebudayaan

yaitu persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan sebesar 260/o /an! berarti telah melampaui target

RPJMD yaitu sebesar 16 %.

V.



Perpustakaan

urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan mempunyai anggaran beranja sebesar

Rp.9.L73.249,903, - dialokasikan untuk 5 program dan 26 kegiatan,

sedangkan tingkat serapan anggarannya sebesar 98,1%. Dengan

kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar

1000/o dari 1 indikator, Indikator tersebut adalah Angka kunjungan

perpustakaan per tahun .

Dokumen LKPJ Tahun 20lg melaporkan capaian indikator jumtah

pengunjung perpustakaan sebanyak 24.456 orang per tahun, yang

berarti target RPIMD sebanyak 12.300 pertahun terlantpaui.

Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipeftahankan"

Kearsipan

urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.4.092.145.000,- dialokasikan untuk 3 program dan 4 kegiatan.

sedangkan tingkat serapan anggarannya sebesar gzo/o. Dengan

kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar

100o/o dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah pengelolaan arsip

secara baku .Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan

dipertahankan,

2. Urusan pilihan

Dari 6 bidang urusan p ilihan yang diselenggarakan Pemerintah

Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan anggarannya hanya

mencapai 75,91o/o. Rata-rata ini merupakan yang paling rendah dibanding

urusan-urusan lainnya. B idang yang realisasi penyerapan anggarannya

rendah yakni Urusan perindustrian (26,830/o). ftmentara itu, dari 15
indikator kinerya yang sudah ditetapkan, hanya B indikator yang

berhasil mencapai target, sedangkan 7 indikator diantaranya tidak

l^1.



berhasil mencapai target,

o. Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.18.857.966.848,- dialokasikan untuk 55 kegiatan, dengan tingkat

serapan anggaran sebesar 95,1olo. Dengan kinerja anggaran tersebut

dapat dicapai target indikator sebesar 100o/o dari 1 indikator.

Indikator tersebut adalah Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya

per tahun. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

b. Pariwisata

Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 3.863.705.000,-

yang dialokasikan untuk 13 kegiatan, dengan tingkat serapan

anggaran sebesar 85,4o/o. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat

dicapai target indikator sebesar 50o/o dari 2 indikator. Indikator yang

terlampaui adalah persentase peftumbuhan pendapatan Objek Daya

Tarik Wisata (ODTW) sebesar 8,9lo/o melebihi target sebesar 5 o/o.

Sedangkan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak

dapat tercapai.

Penyampaian LKPJ hendaknya juga menyeftakan penjelasan data

empiris pendapatan ODTW yang berkontribusi pada PAD sehingga

dapat memberikan informasi yang jelas, atau efek dan impact

pertumbuhan ODTW baru yang dikelola oleh masing-masing desa.

Demikian pula agar pemerintah daerah lebih konsisten dalam

melaksanakan rekomendasi DPRD tahun lalu untuk melakukan

inovasi dan kreatifitas dalam menggali destinasi-destinasi baru di

seKor pariwisata tidak hanya fokus pada obyek-obyek wisata yang

selama ini sudah ada dan sudah dikelola oleh masyarakat.
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Pertanian

Urusan Peftanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peftanian dan

Pangan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 61.785.947.945,- ,

dialokasikan untuk 87 kegiatan dengan tingkat serapan anggaran

sebesar 93,3ol0. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai

target indikator sebesar 50o/o dari 4 indikator. Dua indikator yang

tercapai adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indeks Peningkatan

Pelaku Usaha SeKor Pertanian. Sedangkan dua indikator yang tidak

tercapai adalah ProduKivitas Tanaman Pangan (Padi) dan Indeks

Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia.

Perdagangan

Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinindagkop UKM

mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 8.246.997.000,-

dialokasikan untuk melaksanakan 20 kegiatan, dengan tingkat

serapan anggaran sebesar 89,30/o. Dengan kinerja anggaran tersebut

dapat dicapai target indikator sebesar 50o/o dari 2 indikator. Satu

indikator yang mampu dicapai adalah persentase pertumbuhan

ekspor, sedangkan indikator yang tidak tercapai adalah kontribusi

sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB.

Perindustrian

Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinindagkop UKM

mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 8.206.997.000,- yang

dialokasikan untuk 20 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran

sebesar L06,4o/o. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai

target indikator sebesai 1000/o dari 2 indikator.

Transmigrasi

Pelaksana urusan pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten

Rembang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Pada tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Rembang tidak mengirimkan transmigran ke

luar pulau.

d.



3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

o. Sekretariat Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Fungsi Penunjang

Sekretariat Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.53.886.736.012,-

dengan realisasi sebesar Rp.51.859.095.014,- atau atau hanya

terserap sebesar 96,24o/o.

Belum ditemukan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja

sekretariat daerah baik dalam RPJMD atau pun RKPD, implikasinya

belum dilaporkannya perkembangan indikator ini dalam LKPI 2019

b. Sekretariat DPRD

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung fungsi penunjang

Sekretariat DPRD pada tahun 2019 sebesar Rp. 42.235.6L7.442,-

sedangkan realisasinya sebesar Rp. 31.000.838.594,- atau 73, 40 o/o

Angka serapan Keuangan yang rendah ini sebagai akibat dari adanya

peralihan masa jabatan anggota DPRD pada Bulan Agustus 2019.

Masa bakti anggota DPRD periode 20L4-20L9 berakhir pada bulan

Agustus 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor tz

tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka

selama belum terbentuk alat kelengkapan maka DPRD tidak dapat

melaksanakan kunjungan kerja, konsultasi dan pendalaman tugas

serta melakukan kegiatan lain yang menimbulkan kewajiban

pengeluaran anggaran. Alat kelengkapan dibentuk setelah tata teftib

DPRD ditetapkan, sehingga haru terbentuk pada bulan OKober

2019. Berkaitan dengan hal tersebut maka mengakibatkan serapan

anggaran di DPRD cukup kecil dan menghasilkan sisa anggaran yang

cukup besar.

Belum ditemukan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja

sekretariat DPRD baik dalam RPJMD atau pun RKPD, implikasinya

belum dilaporkannya perkembangan indikator ini dalam LKPJ 2019
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capaian kinerja Fasilitasi DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana

dilaporkan dalam LKPJ Tahun 2019 adalah disetujuinya 1 Raperda

inisiatif menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang berafti

telah mencapai target RPJMD, terealisasinya raperda inisiatif menjadi

perda.

Penunjang Pemerintah Kecamatan

Besaran alokasi anggaran untuk L4 kecamatan sebesar

Rp.3.352. 743.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.283.884.843,- atau

sebesar 97 o/o. Penunjang pemerintah kecamatan digulirkan untuk

memenuhi kebutuhan 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang dalam

rangka mendukung pelaksanan kegiatan di tingkat kecamatan

maupun fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan

pembangunan di desa, Belum ditemukan indikator yang ditetapkan

untuk mengukur kinerja kecamatan baik dalam RPJMD maupun

RKPD, implikasinya belum dilaporkannya perkembangan indikator ini

dalam LKPJ 2019

Pengawasan

Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat mempunyai

anggaran belanja sebesar Rp 11.784.249.083,- dialokasikan untuk 5

program dan 41 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar

95,3o/o. Dari tiga indikator kinerja yang ada, dua indikator dapat

tercapai 100 o/o, yaitu indikator tingkat maturitas SPIP dan tingkat

kapabilitas APIP. Sedangkan satu indikator lainnya yaitu Nilai PMPRB

tidak terdapat angkanya.

Perenca naan Pembangunan

Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp.11.541.136.351,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98o/o.

Dengan kinefia anggaran tersebut dapat dicapai target indikator

sebesar 100o/o dari 4 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase



usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan,

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Persentase

kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, MPBD

dan Perda APBD dan Persentase ketersediaan data dan informasi

Perencanaan Pembangunan. Trngkat capaian ini perlu diapresiasi,

dipeftahankan dan ditingkatkan. Namun demikian perlu dilihat

kembali akurasi capaian indikator persentase kesesuaian program

dan kegiatan antara RKPD, KUA/PPA, dan MPBD rnasih berbeda

dengan angka pada Evaluasi Hasil RKPD tahun 2019.

Keuangan Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai anggaran

belanja sebesar Rp 32.367,343.501,- dialokasikan untuk 6 program

dan 82 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 90,60/o.

Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator

sebesar 50o/o dari 2 indikator. Indikator kinerja yang tercapai adalah

Opini Laporan Keuangan BPK yang mendapat opini Wajar Tanpa

Pengecualian. Sedangkan indikator kinerja persentase peningkatan

PAD hanya terealisasi peningkatan sebesar 3,97 o/o dari target

peningkatan 13,53 o/o, artinya masih sangat jauh dari target yang

ditetapkan.

Dengan memperhatikan kompleksitas kendala yang dihadapi dalam

penyelenggaraan keuangan daerah, hendaknya pemerintah daerah

tak segan mencari trobosan inovasi dan bekerja lebih keras dalam

sistem pengendalian agar dapat mencapai target RPJMD terkait

penyelenggaraan keuangan daerah sesuai target RPJMD dan RKPD.

Kepegawaian Daerah

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 11.892,717.429,-

dialokasikan untuk 61 kegiatan dengan tingkat serapan anggaran

g.
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sebesar 87,Lo/o. Dengan kinerja anggaran tersebut, masih belum

dapat memenuhi target kinerja rata rata nilai SAKIP sebesar 88o/o

karena capaiannya pada tahun 2019 baru 84,95.

Ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat anggaran di urusan

kepegawaian cukup besar.

PENYETENGGAR.AAN TUGAS PEM BANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan pada dasarnya mengacu pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14, pasal 1 butir 11 yang menyatakan

bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi

kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas ini

diselenggarakan karena tidak semua kewenangan dan tugas pemerintahan

dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi maupun asas

dekonsentrasi. Esensi dari pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah

merupakan penyelenggaraan kewenangan pusat yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah atau desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan

prasarana sefta sumber daya manusia dengan kewaJiban melaporkan

pelaksanaannya. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan tidak lain untuk

meningkatkan efisiensi dan efeKivitas penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuannya adalah

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta

membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Menyikapi hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Rembang dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ini adalah dengan

meningkatkan peran aKif melalui penyusunan program kegiatan

pembangunan dan studi pengembangan kawasan/potensi daerah sefta

upaya-upaya membangun komitmen bersama dengan pemerintah

menyangkut pembangunan di Kabupaten Rembang dan melaporkan



F.

pelaksanaan tugas tersebut dan mempeftanggungjawabkannya kepada

pemerintah pusat. Realisas! komitmen antara Pemerintah Kabupaten

Rembang dan Pemerintah Pusat sebagai wujud dari pelaksanaan tugas

pembantuan dan urusan bersama, yang bertujuan untuk mendukung

kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang pada tahun

anggaran 2019, adalah penataan dan pemanfaatan jasa kelautan. Besaran

anggarannya sebesar Rp.6.435.000.000,- untuk satu kegiatan dengan

realisasi sebesar Rp.5.723.219.138,- atau 88,94%

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tidak

menyampaikan capaian output maupun outcome secara kuantitatif dan

terukur, dengan demikian DPRD juga tidak dapat menilai pelaksanaan tugas

pembantuan di bidang kelautan.

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan dan kajian terhadap buku LKPJ Bupati

Rembang tahun 2019, maka DPRD Kabupaten Rembang memberikan

kesimpulan sekaligus sebagai saran dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati

Rembang tahun 2019 sebagai berikut;

1. Dalam LKPJ ini terdapat beberapa OPD yang belum menuangkan indikator

kinlerja utama, laporannya hanya berupa realisasi anggaran.

2. Perlu adanya harmonisasi atas produk hukum yang telah di buat.

3. Pelaksanaan PILKADES masih harus di benahi. Banyaknya persoalan

dalam penyelenggaraannya menunjukkan kurangnya pemahaman

terhadap ketentuan / perundangan yang mendasari hal tersebut.

4. Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera mengambil langkah yang

tepat terkait banyaknya PERDA yang belum memiliki PERBUP, sudah

seharusnya Pemerintah Daerah segera menuntaskan kewaJiban dan

amanah beberapa PERDA yang mewajibkan adanya PERBUP, khususnya

produk PERDA yang dibuat atas inisiatif DPRD yang belum ada tindak

lanjut peraturan di bawahnya, Pemerintah Daerah diminta membuat

petu nJuk pelaksanaan teknisnya



5. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam

penerapan Undang-Undang Desa. Hal ini terlihat dari masih ditemukan

beberapa hal yang belum optimal, baik dalam hal transparansi,

akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan

desa.

6. Inspektorat dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan, diminta

untuk ntengedepankan fungsi Pembinaan. Hal ini dirasakan oleh OPD,

bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sangatlah minim,

jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi melakukan

pemeriksaan atau bahkan menyalahkan.

7. Nilai SAKIP yang masih rendah agar dapat ditingkatkan di masa yang akan

datang.

B. Perlu ditingkatkan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan

anggaran Dana Desa karena masih banyak ditemukan hal-hal sebagai

berikut:

a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan

b, SPJ yang tidak didukung bukti pengeluaraannya

c. Laporan yang tidak tepat waku alias molor

9. Dari hasil pendataan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Tenaga Harian

Lepas (THL) yang perekrutannya itu tidak ada payung hukumnya pada

setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang dimana

jumlahnya mencapai ribuan merupakan permasalahan yang seakan

menjadi bom waKu, yang menambah rumitnya kompleksitas

permasalahan kepegawaian di Kabupaten Rembang

10.Bahwa rekrutmen Tenaga Harian Lepas itu tdk ada payung hukumnya,

dan sejak terbitnnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS, pada pasal 8 ditegaskan,

semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan

instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali

ditetapkan dengan Peraturan Pernerintah.

11. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif



melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN

lebih bisa tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

12. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan

mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. serta

menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya The Right Man on

The Right Place and The Right Man on The Right Job " penempatan

orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat

13. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya

pemberdayaan masyarakat

14. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam

pemberdayaan masyarakat desa

15. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa

16. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar

L7, Belum optimalnya peran serta ormas dan LSM dalam peningkatan

wawasan kebangsaan di masyarakat

18. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang

teknonoligi informasi

Belum efekif adanya unit pengaduan online terpadu

Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang

Terkalt persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25 M,

perencanaannya harus matang dan jangan sampai menimbulkan kontra

dengan warga di lingkungan sekitar

Pendapatan dari sektor retribusi perikanan pelelangan ikan tidak tercapai

4,6 Milyard , padahal penambahan THL (Tenaga Harian Lepas) di TPI

beftambah 100 orang, Di mohon agar tenaga kerja yang ada di

optimalkan atau dikurangi jumlahnya.

Belanja pegawai pada Belanja langsung melebihi dari anggaran yang

sudah ditetapkan sebesar 8 Milyard. Dimohon untuk perencanaan

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung agar lebih dicermati.

pelaksanaan

19.

20.

27.

22.

23.



24. serapan anggaran yang tinggi diatas 90o/o dan capaian kinerja rendah
hanya 33o/o . Agar kinerja lebih focus pada capaian indikator sehingga
bisa meningkatkan kontribusi ke pAD secara optimal.

Pemkab Rembang perlu melakukan langkah - langkah yang konkret

dalam monitoring dan pengendalian pembangunan agar tiap tahun tidak
ada masalah yang terulang.

Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh opD, untuk itu kedepan agar pemkab Rembang

lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa

dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan

masyarakat.

Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi

dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.

Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang, maka kedepan

agar Pemkab perlu memperbanyak bangunan-bangunan penampung

air.

Untuk mengatasi dan menertibkan parkir truk yang ada di bahu jalan

dan untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan pangkalan

truk yang ada di wilayah Rembang barat.

Dari capaian serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga sebesar 97o/o, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas

pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada

peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu

pendidikan oleh sebab itu Pemerintah Daerah haru memberikan

anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas pendidikan, selain itu

agar tenaga pendidik lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai

pendidik, maka disetiap sekolah terutan sekolah dasar harus ada tenaga

administrasi untuk menyelesaikan administrasi sekolah sehingga tidak

dilakukukan oleh guru yang sebagai tenaga pengajar.

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang

walaupun dari tahun ketahun sudah ada penurunan angka kematian ibu

25.

26.

30.

27.

28.

29.

31.
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dan bayi, kami merekomendasikan agar Pemarintah daerah melarui opD

terkait melakukan secreaning lebih awal bagi wanita usia subur atau

pasangan usia subur supaya kehamilannya direncanakan secara sehat,

selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis

di rumah sakit atau puskesmas melalui pelatihan atau diklat terkait
penanganan kematian ibu dan bayi.

Terkait dengan bidang sosial, masih adanya PMKS yang belum terdata

dan belum teftangani dan belum mendapatkan bantuan sosial,

rendahnya aksesbilitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

dan minimnya panti sosial yang menangani ksejahteraan sosial hal ini

menyebabkan permaslahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu

kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi

data terkait dengan penerima bantuan sosial supaya tepat sararan,

mempermudah akses layanan kesejahteraan sosial dan menyediakan

panti sosial dalam hal ini rumah singgah sefta memperhatikan panti-

panti sosial atau yayasan yang dikelola oleh masyarakat.

Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga

terampil maupun ahli, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana

penyelenggaran perpustakaan dan arsip daerah ini menyebabkan

pengelolaan arsip daerah kurang maksimal untuk itu kami

merekomendasikan agar pemerintah daerah segera merekrut tenaga

kearsipan dan mencukupi sarana dan prasarana terkait pengelolaan

arsip daerah.

Masih rendahnya capaian pariwisata di Kabupaten Rembang, sepefti

menurunnya kunjungan pariwisata sehingga tidak tercapai target PAD

dari pariwisata, kurangnya tenaga professional di bidang pariwisata

khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha

pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, hal ini

menunjukkan kinerja perangkat daerah kurang optimal, untuk itu kami

merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan sektor

pariwisata menjadi sektor unggulan dengan merekrut tenaga-tenaga

33,

34.



yang professional dibidang pariwisata sefta membuat program-program

inovasi dan kreatifitas dibidang pariwisata.

Demikianlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Rembang tahun

2019 ini kami sampaikan sebagai media evaluasi terhadap kinerja pemerintah

daerah agar ke depan menjadi lebih baik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KAMIL, MZ


